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ABSTRACT 
Eko Yuni Restiana, 2009. THE COMPARISON OF LEGACY SHARING FOR THE 
WIDOW ACCORDING TO KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA AND 
ISLAMIC LEGACY LAW. Law Faculty of  Surakarta Sebelas Maret University. 
This research aim to find out the comparison of legacy sharing for the widow 
according to KUHPerdata and Islamic Legacy Law encompassing the widow 
position as the beneficiary, the legacy sharing for widow, as well as the similarity 
and difference of legacy sharing for widow according to KUHPerdata and Islamic 
Legacy Law. 
This study is a normative research that is descriptive in nature. The research 
used statue and conceptual approaches. The type of data employed was secondary 
one including primary, secondary and tertiary law materials. Technique of collecting 
data used was documentary study with content analysis technique. 
 The result of research and discussion shows that the legacy sharing for the widow 
according KUHPerdata uses the Book II of KUHPerdata about object and according to 
Islamic Legacy Law uses the provision of Holy Qur’an included in the Book II of Kompilasi 
Hukum Islam about the Legacy. The position of widow as the beneficiary according to 
KUHPerdata belongs to ab-intestato Class I beneficiary inheriting based on the prominence 
and closing other classes; according to the Islamic Legacy Law, widow as the beneficiary is 
caused by the marital relationship and widow belongs to the dzawil furudl constituting the 
prominence beneficiary so that it is not inhibited by other beneficiary. The legacy sharing for 
the widow according to KUHPerdata is equated with the share of a legitimate child, so that 
she/he inherits from head to head; according to Islamic Legacy Law the legacy share for 
widower is ½ of heritage property when the heir does not leave child and ¼ of heritage 
property when the heir leaves child, for widow is ¼ of heritage property when the heir does 
not leave child and 1/8 of heritage property when the heir leaves child. There is similarity 
and difference of legacy sharing for widow according to KUHPerdata and Islamic Legacy 
Law. The similarity is that the widow has the position as the beneficiary based on 
prominence and the widow has the right of ½ of joint property out of the heritage property. 
Meanwhile the difference includes the position of widow as the beneficiary when the heir 
does not leave child, according to KUHPerdata the widow has the right of all of the heritage 
properties, according to Islamic Legacy Law, the widow inherits jointly with the heir’s 
parents and siblings; the amount of legacy share for widow, according to KUHPerdata the 
widow is equated with the share of a legitimate child from head to head, according to Islamic 
Legacy Law is of ½ or ¼ for the widower and ¼ or 1/8 for the widow; the legacy chare for 
widower and widow, according to KUHPerdata is not different for the amount of legacy 
share, according to Islamic Legacy Law, the widower gets the share twice more than the 
widow; the legacy share relates to the marital principle, according to KUHPerdata, the 
legacy sharing is for the widow only because of monogamy marital principle, according to 
Islamic Legacy Law, the monogamy marital principle can be deviated by the polygamy, so 
that the widow is beyond someone who receives ¼ or 1/8 of heritage property and is divided 
among those widows; the legacy chare for the second marriage, according to KUHPerdata 
cannot exceed the smallest share of a step child and is not higher than ¼ of heritage property, 
according to Islamic Legacy Law there is no difference of legacy share for the widow from 
the first marriage and other marriage. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia ini tidak dapat 
memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap orang harus mempunyai hubungan 
dengan orang lain atau dengan masyarakat untuk memenuhi segala 
kebutuhannya. Ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, dan ada 
yang mempunyai akibat hukum. Hubungan ini disebut hukum, yaitu hubungan 
yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum yang mengatur hubungan 
hukum antara seseorang dengan orang lain disebut Hukum Perdata (Amiek 
Sumindriyatmi, 2005:20). 
Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum 
mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Hukum juga 
mengatur bagaimana cara melaksanakan serta mempertahankan hak dan 
kewajiban itu. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. 
Manusia merupakan penggerak kehidupan masyarakat, karena manusia sebagai 
pendukung hak dan kewajiban. 
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dijadikan atas jenis kelamin 
pria dan wanita. Sesuai dengan kodratnya, mereka hidup berpasang-pasangan 
antara pria dan wanita. Hubungan hidup tersebut terikat dalam tali perkawinan 
yang kemudian melahirkan anak. Dengan demikian timbullah yang disebut 
keluarga. Manusia sebagai individu (perorangan) mempunyai kehidupan jiwa 
yang menyendiri, tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan 
dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang, dan meninggal dunia di 
dalam masyarakat. 
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Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara 
anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-
kepentingan anggota masyarakat. Dengan banyak dan aneka ragamnya 
hubungan itu, masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin 
keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan 
dalam masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam 
perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang 
diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu 
(C.S.T. Kansil, 1989:29-40). 
Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan 
tersebut hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. 
Mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Keberhasilan dalam 
usaha kehidupan adalah harta kekayaan yang mereka miliki, dan kelangsungan 
hidup keluarga dapat dijamin. Manusia hidup tidak abadi, karena suatu saat ia 
akan mati. Jika demikian, nasib keluarga yang ditinggalkan dan harta kekayaan 
yang telah diperoleh selama hidup menjadi permasalahan. Begitu juga siapa 
yang berhak mengurus dan memiliki harta kekayaan tersebut. Hal demikian 
yang disebut dengan pewarisan. 
Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa 
kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau 
anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang 
menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta 
kekayaan yang ditinggalkan. Dengan demikian perlu diketahui siapa yang 
berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum, dan siapa yang 
wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang almarhum jika ia 
meninggalkan hutang yang menjadi kewajibannya. 
Pewarisan di satu sisi berakar pada keluarga dan lain sisi berakar pada 
harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi 
ahli waris, dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas 
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harta kekayaan yang ditinggalkan almarhum. Dalam pengertian waris tersimpul 
subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan yang ditinggalkan 
atau yang diberi wasiat oleh almarhum, peristiwa kematian yang menjadi sebab 
timbulnya waris, hubungan waris yaitu peralihan hak dan kewajiban pewaris 
kepada ahli waris, objek waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum. Jika 
dirumuskan, Hukum Waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur 
tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli 
waris atau orang yang ditunjuk (Abdulkadir Muhammad, 2000:267). 
Ketentuan mengenai Hukum Waris tidak dapat dipisahkan dengan 
Hukum Perkawinan, paling tidak dapat dikemukakan 2 (dua) alasan, yaitu 
pertama, penentuan ahli waris dimulai dari adanya perkawinan. Oleh karena itu 
Janda adalah ahli waris, demikian juga hasil perkawinan berupa anak keturunan 
mereka adalah ahli waris. Kedua, penentuan harta waris didasarkan pada 
separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan ditambah dengan 
harta bawaan. Menurut pendapat Pitlo sebagaimana dikutip Afdol bahwa 
Hukum Waris itu merupakan campuran antara bidang yang dinamakan Hukum 
Kekayaan dan Hukum Kekeluargaan (Afdol, 2003:67). 
Hukum Waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini 
berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris 
Islam, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata). Hukum Waris Adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka 
ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat 
patrilinial, matrilinial ataupun patrilinial dan matrilinial beralih-alih atau 
bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah Hukum 
Adat yang satu dengan lainnya, berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan 
jenis serta status harta yang akan diwariskan. Hukum Waris Islam dirumuskan 
sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan 
yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok Hukum 
Waris Islam adalah Al-Qur’an dan Hadits Nabi, kemudian Qias (analogon) dan 
Ijma’ (kesamaan pendapat) (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005:1-2). 
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Apabila Hukum Waris KUHPerdata dihubungkan dengan sistem 
keturunan, maka KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana 
setiap orang itu menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun 
ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan 
berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal. Apabila dihubungkan dengan 
sistem kewarisan, maka KUHPerdata menganut sistem kewarisan individual, 
artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris), harta warisan 
(peninggalan) dapat dibagi-bagi pemilikannya antara para ahli waris. Tiap ahli 
waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem 
kewarisan yang dianut KUHPerdata adalah sistem kewarisan individual 
bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan 
dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya 
maupun harta warisan dari ayahnya (Abdulkadir Muhammad, 2000:269-270). 
Hukum Kodifikasi Waris adalah Hukum Waris berupa perangkat 
ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya dibidang 
Hukum Harta Kekayaan karena kematian seseorang, yaitu pengalihan harta 
yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para 
penerimanya, baik dalam hubungan antarmereka maupun antarmereka dengan 
pihak ketiga. Seperti halnya dengan Hukum Perkawinan, begitu pula Hukum 
Waris di Indonesia masih beraneka ragam. Di samping Hukum Waris menurut 
Hukum Adat, berlaku Hukum Waris menurut Agama Islam dan Hukum Waris 
menurut KUHPerdata (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005:3). 
Hukum Waris di Indonesia berbeda-beda antara lain adanya Hukum 
Waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk di Indonesia, adanya 
Hukum Waris menurut KUHPerdata yang berlaku untuk golongan penduduk 
yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, adanya Hukum Adat yang di sana sini 
berbeda-beda karena tergantung pada daerah masing-masing yang berlaku bagi 
orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul 
Elmiyah, 2005:3-4). 
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Adanya perbedaan sistem hukum kewarisan tersebut menyebabkan 
unsur-unsur yang terkandung dalam Hukum Waris mempunyai persamaan dan 
perbedaan. Hukum Waris menurut KUHPerdata, Hukum Waris Islam, dan 
Hukum Waris Adat mempunyai persamaan dan perbedaan masing-masing. 
Hukum Waris menurut KUHPerdata dan Hukum Waris Islam berlaku di 
seluruh wilayah Indonesia bagi penduduk yang tunduk terhadap kedua hukum 
tersebut. Sedangkan keberlakuan Hukum Waris Adat mempunyai perbedaan di 
setiap daerah karena daerah di wilayah Indonesia mempunyai adat yang 
berbeda. 
Hukum Waris mempunyai 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam 
pembagian warisan menurut KUHPerdata, Hukum Waris Adat, maupun 
Hukum Waris Islam. Unsur-unsur tersebut meliputi pewaris, harta warisan, dan 
ahli waris. Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan 
harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Harta kekayaan tersebut yang 
akan menjadi harta warisan. Sedangkan ahli waris sebagai orang yang akan 
menerima harta warisan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 832 KUHPerdata, 
ahli waris ditentukan berdasarkan golongan-golongan ahli waris menurut 
undang-undang. Menurut Al-Qur’an Surat An-nisa’ (4):4 yang ditegaskan 
dalam Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
(KHI), menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan 
darah dan hubungan perkawinan. 
Ahli waris menurut KUHPerdata ditentukan berdasarkan golongan 
ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPerdata menyebutkan bahwa ahli waris terdiri 
dari anak sah dan anak luar kawin beserta istri atau suami yang hidup terlama. 
Ahli waris dalam Hukum Waris Islam menurut hubungan darah ditentukan 
dalam Pasal 174 KHI, yang terdiri dari keluarga sedarah pewaris yaitu 
hubungan darah ke bawah dan ke atas. Menurut Pasal 174 KHI, ahli waris 
menurut hubungan perkawinan terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama, 
yang disebut dengan istilah Janda atau duda. 
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Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 
kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan 
karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah cerai mati. 
Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) sebutan yaitu 
cerai gugat dan cerai talak. Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan 
disebut cerai batal (Abdulkadir Muhammad, 2000:108). Putusnya perkawinan 
mengakibatkan pasangan suami atau istri menjadi Janda. Namun demikian, 
pengertian Janda dalam Hukum Waris adalah sebagai suami atau istri yang 
hidup terlama dalam ikatan perkawinan, ketika antara suami atau istri dalam 
ikatan perkawinan tersebut putus karena kematian salah satu pihak suami atau 
istri. 
Dalam ketiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, 
pada dasarnya mempunyai unsur yang sama dalam pembagian warisan. Di 
samping adanya persamaan dalam unsur-unsur pembagian warisan, juga 
terdapat perbedaan khususnya mengenai bagian warisan untuk para ahli waris 
menurut ketiga sistem hukum kewarisan tersebut. Perbandingan pembagian 
warisan menurut KUHPerdata, Hukum Waris Adat, maupun Hukum Waris 
Islam sangat luas karena banyak persamaan dan perbedaan dalam ketiga sistem 
hukum kewarisan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengkhususkan 
membandingkan pembagian warisan untuk ahli waris Janda menurut 
KUHPerdata dan Hukum Waris Islam. 
Berbagai pertimbangan dan berbagai latar belakang permasalahan 
diatas, maka memunculkan pertanyaan bagaimanakah perbandingan Hukum 
Waris di Indonesia yang pluralistis tersebut? Dalam hal ini adalah 
perbandingan mengenai pembagian warisan khususnya untuk Janda menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam. Untuk itulah 
penulis tertarik untuk mengadakan sebuah kajian yang selanjutnya diwujudkan 
dalam sebuah skripsi dengan memilih judul : 
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“PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK JANDA 
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN 
HUKUM WARIS ISLAM” 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah adalah obyek yang menjadi dasar pertanyaan 
berdasarkan uraian latar belakang permasalahan. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana kedudukan Janda sebagai ahli waris menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam? 
2. Bagaimana pembagian warisan untuk Janda menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam? 
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pembagian warisan untuk Janda 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan arah jawaban dalam penelitian itu 
sendiri. Berdasarkan penelitian hukum ini, maka tujuan yang hendak dicapai 
meliputi dua tujuan, yaitu : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui kedudukan Janda sebagai ahli waris menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam. 
b. Untuk mengetahui pembagian warisan untuk Janda menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam. 
c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pembagian warisan 
untuk Janda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 
Hukum Waris Islam. 
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2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperluas pengetahuan hukum bagi penulis melalui suatu 
penelitian hukum, dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Islam 
yang mencakup permasalahan pembagian warisan khususnya 
pembagian warisan untuk Janda menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam. 
b. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis gunakan dalam 
menyusun skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana 
dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
c. Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan bagi 
penulis serta memberikan masukan bagi penulis mengenai ilmu 
hukum pada umumnya serta Hukum Waris pada khususnya. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian merupakan harapan dari hasil dan pembahasan 
suatu penelitian. Manfaat dari penulisan hukum ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang 
ilmu hukum pada umumnya dan bermanfaat bagi perkembangan 
Hukum Waris yang berhubungan dengan pembagian warisan untuk 
Janda yang masih bersifat pluralistis di Indonesia. 
b. Memberikan masukan dan penjelasan mengenai perbandingan 
pembagian warisan khususnya pembagian warisan untuk Janda 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris 
Islam. 
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c. Memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di 
bidang Hukum Waris yang berhubungan dengan perbandingan 
pembagian warisan untuk Janda menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam. 
2. Manfaat Praktis 
a. Meningkatkan daya kritis, mengembangkan penalaran, membentuk 
pola pikir dinamis serta untuk menerapkan ilmu yang penulis 
peroleh di bangku kuliah. 
b. Memberikan masukan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait 
serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang 
berminat pada masalah yang sama. 
c. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai adanya 
persamaan dan perbedaan dalam pembagian warisan untuk Janda 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris 
Islam. 
E. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 
konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. 
Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-
hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan 
suatu kegiatan ilmiah, didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran 
tertentu, dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2006:42-43). 
Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam 
penelitian agar penyusunan penulisan hukum ini sesuai dengan metode ilmiah. 
Dalam penelitian hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai 
berikut :  
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1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum 
sendiri terdiri dari : 
a. Penelitian hukum normatif, yang mencakup : 
1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; 
2) Penelitian terhadap sistematika hukum; 
3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; 
4) Penelitian sejarah hukum; 
5) Penelitian perbandingan hukum. 
b. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup : 
1) Penelitian terhadap identifikasi hukum; 
2) Penelitian terhadap efektivitas hukum (Soerjono Soekanto, 
2006:51). 
Dilihat dari jenisnya, maka penelitian yang akan dilakukan 
adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan 
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian 
terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan 
tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik 
kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu 
perbandingan pembagian warisan untuk Janda menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam. Metode penelitian ini 
mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif sehingga peneliti 
tidak melakukan pencarian data ke lapangan. 
Penelitian hukum normatif dalam penulisan hukum ini termasuk 
dalam penelitian perbandingan hukum. Perbandingan dapat dilakukan 
terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap 
semuanya. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan 
penelitian terhadap berbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu 
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masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem 
hukum berbagai masyarakat yang berbeda-beda (Soeryono Soekanto dan 
Sri Mamudji, 2007:88). 
Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah bahwa 
penelitian tersebut akan memberikan pengetahuan tentang persamaan dan 
perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar sistem 
hukum. Dengan pengetahuan tersebut, maka lebih mudah untuk 
mengadakan unifikasi, kepastian hukum, maupun penyederhanaan 
hukum. Hasil-hasil perbandingan hukum akan sangat bermanfaat bagi 
penerapan hukum di suatu masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, 
terutama untuk mengetahui bidang-bidang mana yang dapat 
diunifikasikan dan bidang manakah yang harus diatur dengan hukum 
antar tata hukum (Soeryono Soekanto, 2006:263). 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. 
Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 
gejala-gejala lainnya (Soeryono Soekanto, 2006:10). Dalam penulisan 
hukum ini, khususnya akan dibahas mengenai perbandingan pembagian 
warisan untuk Janda menurut Hukum Waris yang berlaku di Indonesia 
yaitu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris 
Islam. 
3. Pendekatan Penelitian 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian 
hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang 
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan 
historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93). Dari keempat pendekatan 
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tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah 
pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach). Pendekatan undang-undang yang dimaksud 
adalah menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan 
masalah yang diangkat, sedangkan pendekatan konseptual yang dimaksud 
adalah konsep baru mengenai masalah yang diangkat, yang diatur secara 
jelas dalam undang-undang terkait. 
4. Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain 
meliputi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen 
resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, makalah, dan sumber lainnya 
yang berkaitan dengan penelitian ini. 
5. Sumber Data 
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian normatif 
adalah sumber data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan 
kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan 
literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data 
sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi : 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer 
berupa : 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek); 
2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
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4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan; 
5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, 
menyebutkan bahan hukum sekunder sebagai berikut : 
“Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 
jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 
pengadilan” (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). 
 
c. Bahan hukum tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
yaitu kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain 
sebagainya, untuk mencari istilah-istilah dalam rangka menjelaskan 
hal-hal yang digunakan dalam bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. 
6. Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam suatu 
penelitian hukum tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian 
hukum yang akan dilakukan. Setiap penelitian hukum harus didahului 
dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka (Soeryono 
Soekanto, 2006:10). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan 
dalam penelitian hukum normatif ini adalah terbatas pada penggunaan 
studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ini 
dilakukan dengan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti. 
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7. Analisis data 
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis 
isi (content analysis) yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat 
inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 
melihat konteksnya. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus 
untuk pemrosesan data ilmiah (bahan hukum). Menurut Ole R. Holsti 
sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, content analysis sebuah 
teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan 
mengidentifikasi secara sistematik dan obyektif karakteristik khusus ke 
dalam sebuah teknik (Ole R. Holsti dalam Soerjono Soekanto, 2006:22). 
Dalam hal ini penulis berusaha mendeskripsikan isi yang 
terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasinya, dan mengkompilasi 
data-data terkait dengan perbandingan pembagian warisan menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam, kemudian 
mengurutkan dan mengkorelasikannya dengan alur pemikiran sehingga 
dapat diketemukan suatu benang merah yang mengarah pada pembahasan 
dan menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan 
tersebut kemudian diketemukan suatu celah yang dapat dimanfaatkan 
guna memberikan masukan. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran secara terstruktur dan menyeluruh 
mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam 
penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum 
yang terdiri dari 4 (empat) bab dan terbagi dalam sub bagian untuk setiap bab, 
ditambah dengan daftar pustaka. Untuk memudahkan pemahaman terhadap 
keseluruhan hasil penelitian ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada sub bab ini dipaparkan adanya dasar yang menjadi latar 
belakang masalah perbandingan pembagian warisan menurut 
KUHPerdata dan Hukum Waris Islam. 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah adalah obyek yang menjadi dasar 
pertanyaan berdasarkan uraian latar belakang permasalahan. 
Perumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas ruang 
lingkup penelitian serta menghindari penyimpangan dari 
permasalahan pokok yang diteliti. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini meliputi, bagaimana kedudukan Janda sebagai 
ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 
Hukum Waris Islam, bagaimana pembagian warisan untuk 
Janda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 
Hukum Waris Islam, bagaimana persamaan dan perbedaan 
pembagian warisan untuk Janda menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam. 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan obyektif 
dan tujuan subyektif. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat 
teoritis dan manfaat praktis. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, 
pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 
Pada sistematika penulisan hukum diuraikan secara garis besar 
atau gambaran menyeluruh tentang hal-hal yang dibahas 
dalam penulisan hukum. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Golongan Penduduk Indonesia 
2. Tinjauan Umum tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata 
3. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata Islam 
4. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris di Indonesia 
5. Tinjauan Umum tentang Janda Dalam Hukum Waris 
B. Kerangka Pemikiran 
Pada kerangka pemikiran, penulis akan memaparkan secara 
singkat permasalahan dan hasil penelitian yang akan 
diharapkan. 
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas hasil 
penelitian dan pembahasannya dari sumber data sekunder, dengan 
teknik analisis data yang telah ditentukan dalam sub bab metode 
penelitian, antara lain : 
A. Kedudukan Janda sebagai ahli waris menurut KUHPerdata dan 
Hukum Waris Islam 
Dalam hal ini akan di uraikan mengenai kedudukan Janda 
sebagai ahli waris meliputi kedudukan Janda sebagai ahli 
waris menurut KUHPerdata maupun menurut Hukum Waris 
Islam. 
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B. Pembagian warisan untuk Janda menurut KUHPerdata dan 
Hukum Waris Islam 
Dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai pembagian 
warisan untuk Janda menurut KUHPerdata dan menurut 
Hukum Waris Islam. 
C. Persamaan dan perbedaan pembagian warisan untuk Janda 
menurut KUHPerdata dan Hukum Waris Islam 
Dalam pembahasan ini akan menguraikan tentang 
perbandingan pembagian warisan meliputi persamaan dan 
perbedaan pembagian warisan khususnya untuk Janda menurut 
KUHPerdata dan Hukum Waris Islam. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Golongan Penduduk Indonesia 
a. Pengertian Golongan Penduduk Indonesia 
Penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia 
Belanda dan hukum yang berlaku pada masing-masing golongan 
penduduk tersebut tidak sama. Pada masa lalu penduduk di 
Indonesia digolongkan menurut ketentuan Pasal 131 jo. 163 
Indische Staatsregeling (I.S.). Menurut Pasal 163 I.S., penduduk di 
Hindia Belanda dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu : 
1) Golongan Eropa 
Golongan yang tunduk pada ketentuan bagi golongan Eropa, 
yaitu orang-orang Belanda, Jepang dan mereka yang dianggap 
tunduk pada hukum keluarga, yang asasnya sama dengan 
hukum keluarga Belanda (asas monogami). Golongan 
penduduk Eropa terdiri dari : 
a) Bangsa Belanda; 
b) Bukan bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari 
Eropa; 
c) Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan 
perdagangan); 
d) Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum 
keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda 
(Amerika, Australia, Rusia, Afrika selatan); 
e) Keturunan mereka yang tersebut diatas. 
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2) Golongan Timur Asing 
Golongan yang tunduk bagi ketentuan Golongan Timur Asing 
yaitu mereka yang tidak termasuk dalam Golongan Eropa atau 
Golongan Bumiputera, meliputi : 
a) Golongan Cina (Tionghoa); 
b) Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, 
Pakistan, Mesir, dan lain-lain). 
3) Golongan Bumiputera 
Golongan yang tunduk bagi Golongan Bumiputera yaitu orang 
Indonesia asli yang tidak beralih ke golongan lain, dan orang-
orang dari golongan lain yang terlebur atau mencampurkan 
diri dalam Golongan Indonesia asli. Golongan Bumiputera 
tersebut terdiri dari : 
a) Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang 
tidak memasuki golongan rakyat lain; 
b) Orang yang mula-mula termasuk golongan-golongan 
rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya 
dengan Golongan Indonesia asli (CST Kansil, 1989:90). 
Pembagian ke dalam tiga golongan tersebut, sebenarnya 
sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Akan tetapi 
dalam lapangan Hukum Perdata terutama sekali diperlukan 
pembagian golongan semacam itu. 
b. Hukum yang berlaku bagi Golongan Penduduk di Indonesia 
Adanya penggolongan penduduk pada jaman Hindia 
Belanda tersebut, maka menurut Pasal 131 I.S., Hukum Perdata 
yang berlaku terbagi dalam beberapa golongan, yaitu : 
1) Bagi Golongan Eropa, berlaku Hukum Perdata yang 
ketentuannya terdapat di dalam Burgerlijk Wetboek/B.W. 
(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Wetboek Van 
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Koophandel/W.v.k. (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), 
dan Faillisementverordering (Peraturan Kepailitan); 
2) Bagi Golongan Timur Asing, mula-mula berlaku hukum 
adatnya masing-masing, kemudian Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
dinyatakan berlaku bagi mereka; 
3) Bagi Golongan Bumiputera, pada pokoknya berlaku hukum 
adatnya masing-masing (Amiek Sumindriyatmi, 2005:21-22). 
Di samping itu ada ketentuan bagi Golongan Bumiputera 
dan Timur Asing untuk menundukkan diri secara sukarela kepada 
Hukum Perdata yang berlaku bagi Golongan Eropa, baik sebagian 
maupun seluruhnya.  Penundukan diri tersebut dapat terbagi 
menjadi : 
1) Penundukan diri untuk seluruh Hukum Perdata Eropa 
Hal ini mengakibatkan seluruh Hukum Perdata dan Hukum 
Dagang Eropa di Indonesia berlaku bagi orang yang 
menundukkan diri itu. Dalam hal ini hanya Golongan Timur 
Asing Tionghoa dan Golongan Indonesia beragama Nasrani. 
2) Penundukan diri untuk sebagian Hukum Perdata Eropa 
Yang dimaksudkan disini adalah penundukan pada Hukum 
Kekayaan atau harta benda saja, yaitu seperti yang telah 
dinyatakan berlaku bagi Golongan Timur Asing bukan 
Tionghoa dalam Staatsblad 1924/556. 
3) Penundukan diri untuk suatu perbuatan tertentu 
a) Dengan akta disebutkan di dalamnya perbuatan-
perbuatan mana yang diperlakukan Hukum Perdata 
Eropa di Indonesia bagi kedua pihak; 
b) Dengan perjanjian khusus.  
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4) Penundukan diri tidak sengaja untuk suatu perbuatan tertentu, 
disebut juga penundukan diri anggapan (secara diam-diam) 
Penundukan anggapan yaitu penundukan diri tidak sengaja 
pada Hukum Perdata Eropa di Indonesia, misalnya dalam hal 
orang-orang Indonesia asli mempergunakan wesel, cek, 
mendirikan PT dan lain-lain. Hal ini diatur dalam Pasal 29 dari 
peraturan tersebut (Staatsblad 1917/12) yang menyatakan : 
“Jika seorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu 
perbuatan hukum yang tidak dikenal dalam hukumnya sendiri, 
maka ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya 
pada Hukum Eropa” (CST Kansil, 1989:96). 
Berdasarkan aturan-aturan peralihan, peraturan perundang-
undangan tersebut masih berlaku, oleh karena itu sekarang ini di 
Indonesia masih berlaku bermacam-macam Hukum Perdata, yaitu : 
1) Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia, misalnya Undang-Undang 
Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria, dan lain 
sebagainya; 
2) Hukum Perdata Barat (Burgerlijke Wetboek/Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata), yang merupakan warisan dari 
Pemerintah Hindia Belanda yang karena belum ada 
penggantinya, melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih 
berlaku, termasuk Wetboek Van Koophandel/Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang (KUHD); 
3) Hukum Perdata Adat yang biasa disebut Hukum Adat; 
4) Hukum Perdata Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam) (Amiek Sumindriyatmi, 2005:22). 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 tidak mengenal adanya pembagian penduduk menjadi 
golongan-golongan (tetapi hanya mengenal warga negara dan 
bukan warga negara), maka perlu dibentuk suatu Hukum Perdata 
Nasional. Namun demikian sementara belum terbentuk, maka B.W. 
dan W.v.K. masih berlaku jika tidak bertentangan dengan jaman 
kemerdekaan Indonesia sekarang. 
2. Tinjauan Umum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
a. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
1) Hukum Perdata Belanda 
Sumber pokok Hukum Perdata ialah Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). KUHPerdata 
sebagian besar adalah Hukum Perdata Perancis, yaitu Code 
Napoleon tahun 1811-1838. Sebagai akibat penundukan 
Perancis di Belanda, berlaku di Negeri Belanda KUHPerdata 
yang resmi. Sebagian dari Code Napoleon adalah Code Civil 
yang dalam penyusunannya mengambil karangan-karangan 
pengarang-pengarang bangsa Perancis tentang Hukum 
Romawi (Corpus Juris Civilis). Di dalamnya mencakup juga 
unsur-unsur Hukum Kanoniek (Hukum Agama Katholik) dan 
hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya. Peraturan-
peraturan yang belum ada pada jaman Romawi, tidak 
dimasukkan dalam Code Civil, tetapi dalam kitab tersendiri 
yaitu Code de Commerce (C.S.T. Kansil, 1989:209). 
Hukum Perdata Belanda berasal dari Hukum Perdata 
Perancis, yang berinduk pada Code Civil Perancis. Pada jaman 
pemerintahan Napoleon Bonaparte, Perancis pernah menjajah 
Belanda dan Code Civil diberlakukan pula di Belanda. 
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Kemudian setelah Belanda merdeka dari kekuasaan Perancis, 
Belanda menginginkan pembentukan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata sendiri yang lepas dari pengaruh kekuasaan 
Perancis (Abdulkadir Muhammad, 2000:5). 
Keinginan Belanda untuk membentuk KUHPerdata 
tersebut direalisasikan dengan pembentukan kodifikasi Hukum 
Perdata Belanda. Pembuatan kodifikasi tersebut selesai pada 
tanggal 5 Juli 1830 dan diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 
1938. Meskipun KUHPerdata Belanda itu adalah kodifikasi 
bentukan nasional Belanda, isi dan bentuknya sebagian besar 
serupa dengan Code Civil Perancis. Menurut Prof. Mr. J. Van 
Kan dalam bukunya Abdulkadir Muhammad, B.W. adalah 
saduran dari Code Civil, hasil jiplakan yang disalin dari bahasa 
Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda (Abdulkadir 
Muhammad, 2000:5-6). 
2) Hukum Perdata Indonesia 
Belanda pernah menjajah Indonesia, maka B.W. 
Belanda diusahakan supaya dapat diberlakukan pula di Hindia 
Belanda pada waktu itu. Caranya adalah dengan membentuk 
B.W. Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan 
B.W. Belanda. Dengan kata lain, B.W. Belanda diberlakukan 
juga di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi 
(persamaan). B.W. Hindia Belanda tersebut disahkan oleh 
Raja pada tanggal 1 Mei 1848 (Abdulkadir Muhammad, 
2000:6). 
Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II 
aturan peralihan UUD 1945 sebagaimana telah diamandemen 
terakhir menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, maka B.W. Hindia Belanda tetap 
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dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang 
baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. B.W. Hindia 
Belanda disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Indonesia, sebagai induk Hukum Perdata di Indonesia. 
Hukum Perdata Indonesia adalah Hukum Perdata 
yang berlaku di Indonesia. Hukum Perdata yang berlaku di 
Indonesia adalah Hukum Perdata Barat (Belanda), yang 
berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata), yang dalam bahasa aslinya disebut Burgerlijk 
Wetboek (B.W.). Burgerlijk Wetboek (B.W.) ini berlaku di 
Hindia Belanda dulu. Sebagian materi B.W. (KUHPerdata) 
sudah dicabut berlakunya dan diganti dengan undang-undang 
RI, misalnya mengenai perkawinan dan hak-hak kebendaan 
(buku I dan II) (Abdulkadir Muhammad, 2000:6).  
b. Sistematika Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Sistematika artinya susunan yang teratur. Sistematika 
kodifikasi artinya susunan yang teratur dari suatu kodifikasi. 
Sistematika itu meliputi bentuk dan isi kodifikasi. Sistematika 
kodifikasi Hukum Perdata juga meliputi bentuk dan isi. Sistematika 
bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
meliputi urutan bentuk bagian terbesar sampai pada bentuk bagian 
terkecil yaitu : 
1) Kitab undang-undang tersusun atas buku-buku; 
2) Tiap buku tersusun atas bab-bab; 
3) Tiap bab tersusun atas bagian-bagian; 
4) Tiap bagian tersusun atas pasal-pasal; 
5) Tiap pasal tersusun atas ayat-ayat (Abdulkadir Muhammad, 
2000:15). 
Sistematika isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) meliputi kelompok materi berdasarkan sistem 
fungsional. Sistem fungsional ini ada 2 (dua) macam yaitu menurut 
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pembentuk undang-undang (pembentuk B.W.) dan menurut ilmu 
pengetahuan hukum. Apabila sistematika bentuk dan sistematika isi 
digabungkan maka dapat dilihat sistematika Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut : 
1) Buku Ke satu, mengatur tentang Orang (van personen), 
memuat ketentuan mengenai : 
a) Hukum Perorangan 
b) Hukum Keluarga 
2) Buku Ke dua, mengatur tentang Benda (van zaken), memuat 
ketentuan mengenai : 
a) Hukum Benda 
b) Hukum Waris  
3) Buku Ke tiga, mengatur tentang Perikatan (van 
verbintenissen), memuat ketentuan mengenai Hukum Harta 
Kekayaan 
4) Buku Ke empat, mengatur tentang Pembuktian dan Daluwarsa 
(van bewijs en verjaring), memuat ketentuan mengenai : 
a) Alat bukti 
b) Akibat daluwarsa (Soeroso, 1999:52). 
3. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata Islam 
a. Sumber Hukum Islam 
Sumber pokok Hukum Islam adalah Al-Qur’an, Sunnah 
Rasul, dan Ijtihad (Abdul Ghofur Anshori, 2003:6). Dalam Hukum 
Nasional atau hukum positif Republik Indonesia, sumber Hukum 
Islam terdapat pada : 
1. Hukum Formil yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Peradilan Agama; 
2. Hukum Materiil yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam. 
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Al-Qur’an yang merupakan salah satu sumber Hukum 
Islam, dalam beberapa ayat tertentu secara khusus mengatur tentang 
hal-hal yang menyangkut keperdataan. Hal tersebut dapat ditemukan 
dalam ayat-ayat, antara lain : 
1) Hukum Perkawinan 
a) Surat Al-Baqarah (2) ayat 221; 
b) Surat Al-Maidah (5) ayat 5; 
c) Surat An-nisa’ (4) ayat 22, 23, 24; 
d) Surat An-Nur (24) ayat 32; 
e) Surat Al-Mumtahanah (60) ayat 10,11. 
2) Hukum Waris 
a) Surat An-nisa’ (4) ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 176; 
b) Surat Al-Baqarah (2) ayat 180; 
c) Surat Al-Maidah (5) ayat 106. 
3) Hukum Perjanjian 
a) Surat Al-Baqarah (2) ayat 279, 280, 282; 
b) Surat Al-Anfaal (8) ayat 56, 58; 
c) Surat At-Taubah (9) ayat 4. 
Selain ayat-ayat dalam masing-masing surat tersebut, 
masih ada ayat-ayat lain yang berhubungan dengan masalah-
masalah perdata (Soeroso, 1999:60). 
Hukum Perdata Islam terdiri dari :  
1) Munakahat mengatur segala sesuatu yang berhubungan 
dengan perkawinan, perceraian, dan akibat-akibatnya. 
2) Wirasah mengatur segala masalah yang berhubungan dengan 
pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian 
warisan. Ini disebut juga hukum fara’id. 
3) Muamalat mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas 
benda, serta tata hubungan manusia dalam hal jual beli, sewa 
menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya 
(Amiek Sumindriyatmi, 2005:76-77) 
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b. Sistematika Kompilasi Hukum Islam 
Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung 
Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia 
mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang isinya membentuk 
sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan dan merancang 
Kompilasi Hukum Islam menyangkut Hukum Perkawinan, 
Kewarisan, dan Perwakafan yang akan dipergunakan Pengadilan 
Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
Dalam melaksanakan tugasnya, panitia ini 
mempergunakan 4 (empat) jalur, yaitu : 
1) Pengkajian kitab-kitab fikih dengan bantuan beberapa tenaga 
pengajar Fakultas Syari’ah IAIN di seluruh Indonesia; 
2) Menghimpun pendapat ulama fikih terkemuka di tanah air; 
3) Menghimpun yurisprudensi yang terhimpun dalam putusan-
putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia sejak penjajahan 
Belanda sampai dengan kompilasi ini tersusun; 
4) Mengadakan studi perbandingan menyangkut pelaksanaan dan 
penegakan Hukum Islam di negara-negara muslim, terutama 
negara-negara tetangga yang penduduknya beragama Islam. 
Setelah keempat jalur itu selesai dilaksanakan, selanjutnya 
panitia perumus menyusun bahan-bahan dimaksud secara logis dan 
sistematis dan seterusnya dituangkan ke dalam pasal-pasal dengan 
bahasa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Suhrawadi 
K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007:18). 
Kompilasi Hukum Islam berisi 3 (tiga) buku, dan masing-
masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal. Ketiga buku 
dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut terdiri dari : 
1) Buku Ke satu mengatur tentang Perkawinan; 
2) Buku Ke dua mengatur tentang Kewarisan; 
3) Buku Ke tiga mengatur tentang Perwakafan. 
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4. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris di Indonesia 
a. Pengertian Pewarisan 
Menurut H.F.A. Vollmar  pewarisan yaitu penggantian 
orang yang mewariskan oleh para waris mengenai hubungan-
hubungan Hukum Harta Kekayaan. Pewarisan itu hanyalah terjadi 
mengenai hubungan-hubungan yang terletak dalam lapangan 
Hukum Harta Kekayaan dari orang yang mewariskan saja. Fungsi 
dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat 
Hukum Keluarga (misalnya suatu perwalian tidaklah beralih) 
(H.F.A. Vollmar, 1992:375). 
Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda 
mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk 
berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut 
mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja atas benda yang 
dimilikinya dan terhadap harta kekayaannya, misalnya 
menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaannya kepada 
orang lain menurut kehendaknya. 
Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta 
kekayaan tersebut, yaitu kebebasan melakukan apa saja terhadap 
harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan 
dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Oleh karena itu, 
undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap 
kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat 
yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Pembatasan 
tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah Legitieme 
Portie (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005:13). 
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b. Pengertian Hukum Waris 
Menurut Abdulkadir Muhammad, merumuskan Hukum 
Waris sebagai berikut : 
Hukum Waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur 
tentang beralihnya harta pewarisan dari pewaris karena kematian 
kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk. Dari rumusan ini dapat 
diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian Hukum Waris 
yaitu terdiri dari subjek hukum waris, peristiwa hukum waris, 
hubungan hukum waris, dan objek hukum waris (Abdulkadir 
Muhammad, 2000:267). 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak 
ditemukan pengertian Hukum Waris, tetapi yang ada hanya berbagai 
konsep-konsep tentang pewarisan, orang yang berhak dan tidak 
berhak menerima warisan, dan lain-lain. 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu di dalam Inpres 
Nomor 1 Tahun 1991 telah diatur dan dimasukkan pengertian 
Hukum Waris. Pasal 171 huruf a KHI berbunyi : 
“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 
bagian masing-masing” 
Pengertian ini difokuskan kepada ruang lingkup hukum kewarisan 
Islam. Hukum kewarisan ini hanya berlaku bagi orang Islam. Ruang 
lingkupnya meliputi pemindahan hak pemilikan, penentuan siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-
masing. 
Menurut A. Pitlo sebagaimana dikutip oleh Sudikno 
Mertokusumo, berpendapat bahwa : 
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Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum 
mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai 
pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari 
pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam 
hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan 
antar mereka dengan pihak ketiga. 
Pendapat Pitlo ini agak luas, karena di dalam pemindahan kekayaan 
itu tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli 
waris lainnya, namun juga diatur tentang hubungan antara ahli waris 
dengan pihak ketiga (Sudikno Mertokusumo, 2003:138). 
Hukum Waris sama halnya dengan Hukum Perkawinan, 
merupakan bidang hukum yang sensitif atau rawan. Keadaan inilah 
yang mengakibatkan sulitnya diadakan unifikasi di bidang Hukum 
Waris. Unifikasi yang menyeluruh dalam perkawinan khususnya 
yang berkaitan dengan Hukum Waris tidak mungkin dicapai 
(Suhrini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2004:4). 
c. Unsur-unsur Hukum Waris 
Proses peralihan harta kekayaan dari orang yang telah mati 
kepada yang masih hidup dalam Hukum Waris mengenal 3 (tiga) 
unsur, yaitu Pewaris, Harta Warisan, dan Ahli Waris. 
1) Pewaris 
Pewaris atau peninggal warisan adalah orang yang 
meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang 
yang masih hidup. Dalam pengertian ini unsur yang penting 
ialah unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup. 
Unsur meninggalnya orang tidak perlu dipersoalkan sebabnya 
(Abdulkadir Muhammad, 2000:270). 
Menurut KHI dalam Pasal 171 huruf b disebutkan 
bahwa : 
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“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan 
beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta 
peninggalan.” 
Apabila unsur harta kekayaan tidak ada, artinya 
orang yang meninggal itu tidak meninggalkan harta kekayaan, 
pewarisan menjadi tidak relevan. Namun apabila unsur orang 
yang masih hidup tidak ada, pewarisan masih relevan, karena 
harta kekayaan orang yang meninggal jatuh kepada negara. 
Dalam Hukum Waris, pokok masalah adalah terletak pada hak 
waris, bukan pada kewajiban waris. Jika pokok masalahnya 
hak waris, maka tentunya ada harta kekayaan yang 
ditinggalkan oleh pewaris dan ada orang yang berhak mewaris.  
Orang yang layak disebut pewaris dapat menunjuk 
Pasal 830 KUHPerdata, yaitu setiap orang yang telah 
meninggal dunia. Kelemahan dari pengertian tersebut kalau 
yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikit pun 
harta benda. Hukum Waris tidak akan dipersoalkan kalau 
orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta 
benda. Maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk 
layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah 
meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa pewaris adalah orang yang 
meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan (Anisitus 
Amanat, 2001:6). 
2) Harta Warisan 
Harta warisan adalah segala harta kekayaan yang 
ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua 
hutangnya. Harta warisan menjadi hak ahli waris. Pengertian 
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ini jelas bahwa pokok permasalahan dalam pewarisan adalah 
hak atas harta warisan bukan kewajiban membayar hutang 
pewaris. Kewajiban membayar hutang pewaris tetap ada pada 
pewaris, yang pelunasannya dilakukan oleh ahli waris dari 
harta kekayaan yang ditinggalkannya. Dalam pelunasan 
kewajiban pewaris termasuk pelunasan wasiat yang ditetapkan 
oleh pewaris. Harta warisan adalah harta kekayaan yang sudah 
bebas dari segala beban pewaris, yang menjadi hak ahli waris 
(Abdulkadir Muhammad, 2000:292). 
Ketentuan dalam KHI membedakan antara harta 
peninggalan dan harta warisan, yang diatur dalam Pasal 171 
huruf d dan huruf e yang mengemukakan sebagai berikut : 
- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh 
pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi 
miliknya maupun hak-haknya. 
- Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari 
harta bersama setelah digunakan untuk keperluan 
pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 
pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian 
untuk kerabat. 
Harta warisan terdiri dari kekayaan yang berupa 
keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan 
berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang 
berupa aktiva dan passiva yang menjadi milik bersama ahli 
waris disebut Boedel (Suhrini Alan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 
2004:4). Menurut Prof. Ali Afandi, harta warisan merupakan 
segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang 
berupa semua harta kekayaan dari pewaris setelah dikurangi 
dengan semua hutangnya. Harta warisan sering disebut dengan 
warisan saja. Harta warisan tersebut menjadi hak ahli waris 
(Ali Afandi, 1999:7). 
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3) Ahli Waris 
Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta 
peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-
hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris 
meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan 
perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat, yang diatur 
dalam undang-undang. Legitaris bukan ahli waris, walaupun ia 
berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya 
terbatas pada hak tertentu tanpa kewajiban (Abdulkadir 
Muhammad, 2000:282). 
Menurut KHI dalam Pasal 171 huruf c disebutkan 
bahwa : 
“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan 
dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena 
hukum untuk menjadi ahli waris.” 
Ketentuan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata 
dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya 
karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta 
kekayaan orang yang meninggal dunia (Pewaris). Dalam Pasal 
874 KUHPerdata juga dinyatakan bahwa segala harta 
kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan 
sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar 
terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan 
yang sah. 
 
  34   
Ahli Waris merupakan anggota keluarga orang yang 
meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris 
dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. 
Dalam garis besarnya ada dua kelompok orang yang layak 
untuk disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah 
orang atau orang-orang yang oleh hukum telah ditentukan 
sebagai ahli waris dan kelompok kedua adalah orang atau 
orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala 
hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, 
misalnya perbuatan hukum pengakuan anak, perbuatan hukum 
pengangkatan anak atau adopsi, dan perbuatan hukum lain 
yang disebut testamen atau surat wasiat (Anisitus Amanat, 
2001:6-7). 
d. Hukum Waris di Indonesia 
Hukum Waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, 
karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu adanya 
Hukum Waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk di 
Indonesia, adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat 
yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum 
Perdata Barat, adanya Hukum Adat yang di sana sini berbeda-beda 
karena tergantung pada daerah masing-masing yang berlaku bagi 
orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat (Suhrini Alan Sjarif 
dan Nurul Elmiyah, 2004:2-3). 
1) Hukum Waris Adat 
Hukum Waris Adat berlaku bagi penduduk Indonesia 
asli dengan berbagai perbedaan daerah dan sifat kekeluargaan. 
Bentuk kekeluargaan berpokok pangkal kepada sistem (garis) 
keturunan. Pada pokoknya ada 3 (tiga) macam sistem 
keturunan, yaitu : 
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a) Sifat Kebapakan (Patrilinial) 
Sistem Patrilinial menimbulkan kesatuan-
kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, 
marga. Setiap orang selalu menghubungkan dirinya 
hanya kepada ayahnya dan karena itu termasuk dalam 
clan ayahnya. 
b) Sifat Keibuan (Matrilinial) 
Sistem Matrilinial menimbulkan kesatuan-
kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, 
suku. Setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya 
kepada ibunya dan karena itu termasuk ke dalam clan, 
suku ibunya itu.  
c) Sifat Kebapak-ibuan (Parental atau Bilateral) 
Parental atau Bilateral mungkin menimbulkan 
kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, 
seperti tribe, rumpun. Setiap orang itu menghubungkan 
dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun 
bapaknya. 
Jika disebut suatu hukum kewarisan itu patrilinial atau 
matrilineal atau bilateral, maka yang dimaksud ialah bahwa 
hukum kewarisan itu mencerminkan suatu sistem 
kekeluargaan, sehingga berlaku sistem keturunan yang 
patrilinial atau matrilineal atau bilateral (Hazairin, 1982:11). 
Dalam pembagian warisan menurut Hukum Waris 
Adat, ahli waris sebagai orang yang akan menerima harta 
warisan ditentukan berdasarkan golongan-golongan yang telah 
ditetapkan sesuai dengan system kekeluargaannya. 
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Dilihat dari orang yang mendapat warisan 
(kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu 
sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, dan kewarisan 
individual. Diantara ketiga sistem kewarisan tersebut pada 
kenyataannya ada yang bersifat campuran. 
a) Sistem Kolektif 
Apabila para waris mendapat harta peninggalan 
yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari 
pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan, 
maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektif. 
Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh 
memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan 
diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau 
mengolah dan menikmati hasilnya (Minangkabau: 
ganggam bantui). 
b) Sistem Mayorat 
Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi 
dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, 
hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai 
sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban 
mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan 
wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem 
kewarisan tersebut disebut Kewarisan Mayorat.  
c) Sistem Individual 
Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat 
dimiliki secara perorangan dengan hak milik, yang 
berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan 
menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, 
terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan 
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demikian itu disebut kewarisan individual. Sistem 
kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan 
masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam 
Hukum Waris Barat sebagaimana diatur dalam 
KUHPerdata dan Hukum Waris Islam (Hilman 
Hadikusuma, 1992:212-213). 
2) Hukum Waris Perdata Barat (Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata) 
Berdasarkan Pasal 131 jo. 163 Indische 
Staatsregeling, Hukum Waris yang diatur dalam KUHPerdata 
berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang 
dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. 
Berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 yang mulai berlaku 
pada Mei 1919 bagi Golongan Timur Asing Tionghoa untuk 
daerah-daerah tertentu berlaku Hukum Perdata Barat (BW), 
termasuk Hukum Waris.  
Berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 tentang 
penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka bagi orang-
orang Indonesia dimungkinkan menggunakan Hukum Waris 
yang tertuang dalam KUHPerdata. Berdasarkan Staatsblad 
1924 No. 557 Hukum Waris dalam KUHPerdata berlaku bagi 
orang-orang Timur Asing Tionghoa di seluruh Indonesia. 
Sebelumnya, berdasarkan Staatsblad 1855 No. 79, Hukum 
Waris Testamentair berlaku bagi golongan Timur Asing. 
Kemudian sejak 1 Mei 1919 diganti dengan Staatsblad 1917 
No. 129 (Suhrini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005:3). 
Hukum Waris diatur di dalam Buku II KUHPerdata. 
Jumlah pasal yang mengatur Hukum Waris sebanyak 300 
pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPerdata sampai 
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dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Hukum Waris ditempatkan 
dalam Buku II KUHPerdata (tentang Benda), dengan alasan : 
a) Hak Mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerdata. 
Pasal 528 KUHPerdata : 
“Atas suatu hak kebendaan, seorang dapat mempunyai, 
baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak 
waris, baik hak pakai hasil….” 
b) Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh 
hak kebendaan, dirumuskan dalam Pasal 584 
KUHPerdata. 
Pasal 584 KUHPerdata : 
“Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh 
dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena 
perlekatan, karena pewarisan, baik menurut undang-
undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena 
penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu 
peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, 
dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas 
terhadap kebendaan itu” (Suhrini Ahlan Sjarif dan Nurul 
Elmiyah, 2005:9). 
Ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan warisan, terdiri dari : 
a) Pewarisan secara Ab-intestato, yaitu pewarisan menurut 
undang-undang 
Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu 
bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan 
faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara 
pewaris dan ahli waris. Ada 2 (dua) cara mewaris 
berdasarkan undang-undang (ab-intestato) yaitu mewaris 
berdasakan kedudukannya sendiri (Uit Eigen Hoofde) 
dan berdasarkan penggantian (Bij Plaatsvervulling). 
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b) Pewarisan secara Testementair, yaitu pewarisan karena 
ditunjuk dalam Surat wasiat atau Testamen 
Dalam Pasal 875 KUHPerdata disebutkan bahwa : 
“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen 
ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang 
tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia 
meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut 
kembali” (Effendi Perangin, 2005:4). 
Syarat umum pewarisan diatur dalam Titel ke-12 
Buku Kedua KUHPerdata, yaitu : 
a) Ada orang yang meninggal dunia 
Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan, bahwa Pewarisan 
hanya berlangsung karena kematian. Kematian disini 
adalah kematian alamiah (wajar). 
b) Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus 
hidup pada saat pewaris meninggal 
Menurut Pasal 836 KUHPerdata, untuk bertindak 
sebagai ahli waris, si ahli waris harus hadir pada saat 
harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka) 
(Suhrini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005:14). 
Berkaitan dengan hal harus hadirnya ahli waris  pada 
saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka), maka 
perlu diperhatikan aturan Pasal 2 ayat (2) KUHPerdata, 
mengenai bayi dalam kandungan ibu, dianggap sebagai subjek 
hukum dengan syarat : 
a) Tidak dibenihkan; 
b) Dilahirkan hidup; 
c) Ada kepentingan yang menghendaki (warisan) (Suhrini 
Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005:14-15). 
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Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat 
warisan dari pewaris. Walaupun ahli waris berhak atas harta 
warisan, apabila ia melakukan perbuatan tidak patut terhadap 
pewaris, ia tidak patut menerima warisan dari pewaris. 
Menurut ketentuan Pasal 838 KUHPerdata, yang dianggap 
tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak 
mewaris ialah : 
a) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah 
membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya 
berat pewaris; 
b) Mereka yang dengan putusan hakim pernah 
dipersalahkan karena dengan memfitnah telah 
mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai 
suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 
lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat; 
c) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah 
mencegah pewaris membuat atau mencabut surat 
wasiatnya; 
d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau 
memalsukan surat wasiat pewaris. 
Ahli waris menurut KUHPerdata tidak ditentukan 
berdasarkan hubungan dan hubungan perkawinan, tetapi 
ditentukan berdasarkan golongan-golongan yang diatur sesuai 
dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata. Ada 2 
(dua) macam ahli waris yang diatur dalam undang-undang 
yaitu ahli waris ab-intestato dan ahli waris testamentair. 
Ahli waris mempunyai hak-hak khusus, yaitu : 
a) Hak Saisine 
Diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata sebagai berikut: 
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“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum 
memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan 
segala piutang si yang meninggal”. 
Legitimaris tidak mempunyai hak saisine dan karenanya 
berdasarkan Pasal 959 KUHPerdata harus menuntut 
penyerahan legaat dari para ahli waris (J. Satrio, 
1992:90). 
b) Heriditas Petitio 
Diatur dalam Pasal 834 KUHPerdata sebagai berikut : 
“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna 
memperjuangkan hak warisnya….” 
Sebenarnya Heriditas Petitio dapat dilihat sebagai 
pelengkap hak saisine, karena dengan saisine maka hak-
hak dan kewajiban-kewajiban pewaris berpindah kepada 
ahli waris, termasuk hak-hak menuntut yang dipunyai 
dan mungkin sedang dijalankan oleh pewaris dan yang 
belum mulai dilaksanakan (J. Satrio, 1992:93). 
Di dalam Hukum Waris menurut KUHPerdata 
terdapat beberapa istilah, antara lain : 
a) Legitimie Portie 
Menurut J. Satrio, Legitimie Portie disebutkan sebagai   
berikut : 
Legitimie Portie adalah bagian dari warisan yang dijamin 
undang-undang, yang atas tuntutan ahli waris yang 
bersangkutan harus diberikan dan atas bagian tersebut 
tidak boleh diambil tindakan hukum yang merugikan 
legitimaris yang bersangkutan, tanpa persetujuannya. 
Legitimaris merupakan ahli waris yang berhak atas 
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Dalam KUHPerdata Pasal 913 menyebutkan : 
“Bagian mutlak atau Legitimie Portie adalah bagian dari 
harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli 
waris. 
b) Legaat 
Pasal 957 KUHPerdata merumuskan Legaat sebagai 
suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si 
yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan 
beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya, atau 
memberikan barang-barangnya dari jenis tertentu atau 
memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian 
harta peninggalannya (J. Satrio, 1992:197-198). 
c) Inbreng (Pemasukan) 
Dalam sistematika KUHPerdata, inbreng diatur dalam 
bab XVII (tentang pembagian harta warisan), bagian 
kedua, buku II, Pasal 1086 sampai dengan Pasal 1099 
KUHPerdata. Inbreng berarti memperhitungkan 
pemberian-pemberian yang dilakukan oleh pewaris pada 
waktu ia masih hidup kepada ahli waris (Pasal 1086 
KUHPerdata). Dalam Pasal 1086 KUHPerdata 
menentukan yang wajib inbreng ialah : 
(1) Ahli waris dalam garis lurus ke bawah, baik anak 
sah maupun luar kawin yang diakui (termasuk ahli 
waris penggantian tempat); 
(2) Ahli waris lain, jika pewaris mewajibkannya (ahli 
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3) Hukum Waris Islam 
Hukum Waris Islam berlaku bagi penduduk 
Indonesia asli yang beragama Islam dan bagi Timur Asing 
bukan Tionghoa yang beragama Islam. Sumber pokok Hukum 
Waris Islam adalah Al-Qur’an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad. Di 
samping itu Hukum Waris Islam juga diatur dalam Inpres 
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku 
II dengan judul Hukum Kewarisan yang terdiri dari 6 bab 44 
pasal. 
Menurut Suhrawadi K. Lubis dan Komis 
Simanjuntak, asas-asas Hukum Kewarisan Islam 
diklasifikasikan sebagai berikut : 
a) Asas Ijbari 
Dalam Hukum Waris Islam, asas Ijbari berarti terjadinya 
peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia 
kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya 
tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak 
dari pewaris. Dengan perkataan lain, dengan adanya 
kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih 
kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli 
warisnya suka menerima atau tidak. 
b) Asas Bilateral 
Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam 
hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang 
menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis 
kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun 
garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini juga berlaku 
pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah 
dan ibu). 
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c) Asas Individual 
Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris 
(secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya 
tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Bagian yang 
diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara 
perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada 
sangkut paut sama sekali dengan bagian yang 
diperolehnya, sehingga individu masing-masing ahli 
waris bebas menentukan atas bagian yang diperolehnya. 
d) Asas Keadilan Berimbang 
Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara 
hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang 
diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Faktor jenis 
kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan, 
kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam 
masyarakat yang menganut sistem garis keturunan 
patrilinial, yang ahli waris hanyalah keturunan laki-laki 
saja atau garis kebapakan. 
e) Kewarisan Semata Akibat Kematian 
Hukum Waris Islam memandang bahwa terjadinya 
peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya 
kematian. Harta seseorang tidak dapat beralih (dengan 
pewarisan) seandainya ia masih hidup. Walaupun ia 
berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut hanya 
sebatas keperluannya semasa masih hidup. Dengan 
demikian, Hukum Waris Islam tidak mengenal seperti 
yang ditemukan dalam ketentuan Hukum Waris menurut 
KUHPerdata, yang dikenal dengan pewarisan secara ab-
intestato dan secara testamen. Di dalam ketentuan 
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Hukum Islam dikenal juga istilah wasiat, namun hukum 
wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan 
(Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007:39-
41). 
Dalam Hukum Waris Islam dikenal hibah dan wasiat 
yang mempunyai perbedaan. Kata hibah berasal dari kata Arab 
yang secara etimologi berarti melewatkan atau menyalurkan, 
dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang 
yang memberi kepada tangan orang yang diberi. Dalam 
ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah, 
maka hibah harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. 
a) Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga 
penyerahan barang yang dihibahkan; 
b) Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat 
penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah 
dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum 
(misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), 
maka penerimaan dilakukan oleh walinya; 
c) Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada 
pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah; 
d) Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan 
beberapa orang saksi (hukumnya sunnah), hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di 
belakang hari. 
Dengan demikian, apabila penghibahan telah dilakukan 
semasa hidupnya (si mati) dan pada ketika itu belum sempat 
dilakukan penyerahan barang, maka sebelum harta dibagikan 
kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dilakukan hibah 
tersebut (Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 
2007:43). 
Selain lembaga hibah, di Indonesia dikenal juga apa 
yang disebut dengan lembaga hibah wasiat. Adapun yang 
dimaksud dengan hibah wasiat adalah penetapan pembagian 
harta benda milik seseorang semasa hidupnya dan pembagian 
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itu baru berlaku sejak saat matinya si pemberi hibah. Hibah 
wasiat ini oleh si pemberi hibah sampai saat ia mengembuskan 
napasnya yang penghabisan setiap waktu dapat ditarik 
kembali. Lazimnya hibah wasiat ini selalu dibuat dalam 
bentuk tertulis yang lazim diistilahkan dengan surat hibah 
wasiat, dan biasanya dibuat atas persetujuan ahli waris, dan 
sebagai bukti persetujuan, mereka ikut mencantumkan tanda 
tangannya dalam surat hibah wasiat tersebut. 
Kalau diperhatikan dari segi asal kata, perkataan 
wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata washshaitu asy-
syaia, ǔshî artinya aushaltuhu yang dalam bahasa 
Indonesianya berarti “aku menyampaikan sesuatu”. Menurut 
ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa 
telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup 
(apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat 
wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat 
lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat 
memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan 
kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka. 
Ketentuan hukum tentang lembaga hukum wasiat ini dapat 
ditemukan dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-
Qur’an Surat Al-Baqarah (2):180 (Suhrawadi K. Lubis dan 
Komis Simanjuntak, 2007:44). 
Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam ketentuan 
Hukum Waris Islam yang menyebabkan terjadinya warisan 
adalah sebagai berikut : 
a) Hubungan kekerabatan atau nasab 
b) Hubungan perkawinan 
c) Hubungan walak 
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d) Tujuan Islam (Jihatul Islam) (Ahmad Azhar Basyir, 
1990:15). 
Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat warisan belum 
cukup menjadi alasan adanya hak waris bagi ahli waris. 
Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat 
warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang) adalah 
disebabkan oleh : 
a) Karena halangan kewarisan 
Dalam hukum kewarisan Islam yang menjadi penghalang 
bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan 
karena : 
(1) Pembunuhan 
Terhalangnya pembunuh untuk mendapatkan hak 
kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan 
alasan-alasan antara lain : 
(a) Pembunuhan itu memutus hubungan 
silaturahmi yang menjadi sebab adanya 
kewarisan, dengan terputusnya sebab 
tersebut maka terputus pula musababnya. 
(b) Untuk mencegah seseorang mempercepat  
terjadinya proses pewarisan. 
(c) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana 
kejahatan yang di dalam istilah agama 
disebut dengan perbuatan maksiat, 
sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, 
maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh 
dipergunakan sebagai suatu jalan untuk 
mendapatkan nikmat. 
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(2) Karena perbedaan/berlainan agama 
Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama 
adalah berbedanya agama yang dianut antara 
pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang 
muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, 
begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan 
muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim. 
b) Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab 
Lembaga hijab adalah terhalangnya seorang ahli waris 
untuk menjadi ahli waris yang berhak, disebabkan 
adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih 
utama daripadanya (Suhrawadi K. Lubis dan Komis 
Simanjuntak, 2007:56-62). 
Menurut Ahmad Azhar Basyir, dari segi haknya atas 
harta warisan, ahli waris dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, 
yaitu : 
a) Ahli waris dzawil furudl 
b) Ahli waris ‘ashabah 
c) Ahli waris dzawil arham (Ahmad Azhar Basyir, 
1992:24). 
KHI juga mengatur tentang orang-orang yang berhak 
menjadi ahli waris. Di dalam Pasal 174 KHI, menyatakan 
kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : 
a) Menurut hubungan darah; 
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5. Tinjauan Umum tentang Janda Dalam Hukum Waris 
a. Pengertian Janda 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan 
pengertian Janda adalah orang yang tidak bersuami, baik karena 
perceraian hidup maupun mati, biasanya hanya bagi wanita 
(Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005:199). Namun demikian 
menurut hemat penulis Janda dapat digunakan untuk pria dan 
wanita, karena Janda adalah orang yang tidak mempunyai pasangan. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dimaksud Janda tidak 
hanya Janda wanita, tetapi juga termasuk Janda pria. 
Dari pengertian Janda tersebut dapat diketahui bahwa 
adanya perceraian hidup maupun mati, pasti didahului dengan 
perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Pasal 2 menyebutkan syarat perkawinan sah sebagai 
berikut : 
”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu” 
Ketentuan diatas berarti bahwa suatu perkawinan dapat 
dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan atau 
peraturan dalam Hukum Agama masing-masing. Misalnya, 
perkawinan orang-orang yang beragama Islam. Menurut Khudhariy 
Bey sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, menyatakan : 
“Perkawinan orang-orang yang beragama Islam adalah sah bila 
menurut Hukum Islam perkawinan tersebut adalah sah. Pengertian 
sah menurut istilah Hukum Islam ialah sesuatu yang dilakukan 
sesuai dengan rukun dan syaratnya dan telah terhindar dari segala 
penghalangnya.” 
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Dengan demikian nikah yang sah adalah nikah yang dilaksanakan 
telah memenuhi rukun syarat pernikahan dan terlepas dari segala 
halangan pernikahan itu (Amir Syarifuddin, 2005:189). 
Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP juga menyatakan : 
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku” 
Dari ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
perkawinan yang sah menurut negara adalah harus dicatatkan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 
ayat (2) disebutkan : 
“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada 
Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 
perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan” 
Perkawinan yang sah menurut negara harus dicatatkan di Kantor 
Catatan Sipil kecuali bagi beragama Islam harus dicatatkan di 
Kantor Urusan Agama. Hal tersebut harus dilakukan untuk 
memperoleh perlindungan hukum. 
Dalam perkawinan sah dapat terputus karena berbagai 
alasan. Putusnya perkawinan tersebut tidak selalu dengan 
perceraian, tetapi perkawinan pasti juga akan putus karena 
kematian. Dalam Pasal 38 UUP disebutkan : 
“Perkawinan dapat putus karena : 
a. Kematian; 
b. Perceraian; dan 
c. Atas keputusan Pengadilan.” 
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Dengan putusnya perkawinan tersebut mengakibatkan pasangan 
suami istri menjadi Janda. Putusnya perkawinan akan membawa 
akibat hukum yang berbeda tergantung dari alasan putusnya 
perkawinan tersebut. Dalam hal ini termasuk juga didalamnya harta 
benda dalam perkawinan. 
Berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan menurut 
Pasal 35 UUP, bahwa : 
1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersama; 
2) Harta benda dari masing-masing suami dan istri dan harta 
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 
warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing 
sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur 
menurut hukumnya masing-masing. Mengenai harta bersama, suami 
atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, 
sedangkan harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai 
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta 
bendanya (Pasal 36 UUP). Apabila perkawinan putus karena 
perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing 
(C.S.T. Kansil, 1989:236). 
b. Pengertian Janda dalam Hukum Waris 
Dalam Hukum Waris suami atau istri yang hidup terlama 
dalam ikatan perkawinan disebut dengan Janda. Suami atau istri 
yang hidup terlama ini menjadi Janda ketika antara suami atau istri 
dalam suatu ikatan perkawinan putus karena kematian salah satu 
pihak suami atau istri. Menurut Abdulkadir Muhammad putusnya 
perkawinan karena kematian sering disebut oleh  masyarakat dengan 
istilah cerai mati (Abdulkadir Muhammad, 2000:108). Menurut 
penulis yang dimaksudkan Janda dalam hukum waris adalah sebagai 
suami atau istri yang hidup terlama dalam hubungan perkawinan 
yang putus akibat peristiwa kematian atau cerai mati. 
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Dalam Pasal 832 KUHPerdata menyatakan : 
“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris 
ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si 
suami atau istri yang hidup terlama….”   
Dalam Al-Qur’an Surat An-nisa’ (4):12 disebutkan : 
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 
oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-
istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari 
harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka 
buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 
anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi 
wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-
utangmu….” 
Ditegaskan lagi dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 mengatur tentang orang-orang 
yang berhak menjadi ahli waris dan menyatakan kelompok-
kelompok ahli waris. Mengenai Janda diatur dalam Pasal 174 huruf 
b KHI yang menyatakan bahwa salah satu ahli waris adalah menurut 
hubungan perkawinan yaitu Janda. 
Berdasarkan KUHPerdata Pasal 832 dan Al-Qur’an Surat 
An-nisa’ (4):12 yang ditegaskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 huruf b dapat 
disimpulkan bahwa Janda karena putus perkawinan akibat kematian 
atau cerai mati adalah sebagai salah satu ahli waris dalam Hukum 
Waris. Apabila ternyata suami atau istri melakukan perceraian, 
maka perceraian menghilangkan haknya untuk mewaris. Hal ini 
karena dengan terjadinya perceraian, maka tidak dapat dikatakan 
sebagai suami atau istri yang berhak atas warisan. Suami atau istri 
yang telah bercerai, satu sama lain bukan ahli waris (Surini Ahlan 
Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005:56). 
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Ahli waris adalah 







beragama Islam dan 
tidak terhalang 
karena hukum untuk 






Harta warisan adalah 
harta bawaan ditambah 




selama sakit sampai 
meninggalnya, biaya 
pengurusan jenazah, 




Waris Perdata Barat: 
Harta warisan terdiri 
dari kekayaan yang 
berupa keseluruhan 
aktiva dan passiva 
yang ditinggalkan 
pewaris. 
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Keterangan : 
Pada masa lalu penduduk di Indonesia digolongkan menurut 
ketentuan Pasal 131 jo. 163 Indische Staatsregeling (I.S.). Menurut Pasal 163 
I.S., penduduk di Hindia Belanda dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu : 
a. Golongan Eropa; 
b. Golongan Timur Asing; 
c. Golongan Bumiputera. 
Dari ketiga golongan penduduk tersebut tidak mungkin akan hidup 
abadi, sehingga pada suatu saat anggota masyarakat dalam golongan penduduk 
tersebut akan meninggal dunia. Apabila orang yang meninggal itu memiliki 
harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa 
kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Orang yang 
meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih 
hidup tersebut disebut sebagai pewaris. 
Pewarisan di satu sisi berakar pada keluarga dan lain sisi berakar pada 
harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi 
ahli waris, dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas 
harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Adanya pewaris, harta 
warisan, dan ahli waris telah memenuhi unsur-unsur dalam Hukum Waris. Oleh 
karena itu dapat dilakukan pembagian warisan sesuai dengan Hukum Waris 
yang berlaku untuk masing-masing golongan penduduk. 
Hukum Waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini 
berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris 
Islam, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata). Ketentuan ini berkaitan dengan adanya golongan penduduk di 
Indonesia. Adanya penggolongan penduduk pada jaman Hindia Belanda, maka 
menurut Pasal 131 I.S., Hukum Perdata yang berlaku terbagi dalam beberapa 
golongan. Ketentuan mengenai Hukum Waris untuk masing-masing golongan 
juga berbeda. 
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Hukum Waris di Indonesia berbeda-beda antara lain adanya Hukum 
Waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk di Indonesia, adanya 
Hukum Waris menurut KUHPerdata yang berlaku untuk golongan penduduk 
yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, adanya Hukum Adat yang di sana sini 
berbeda-beda karena tergantung pada daerah masing-masing yang berlaku bagi 
orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat. 
Pembagian warisan dengan ketiga sistem hukum kewarisan tersebut 
sangat luas dengan persamaan dan perbedaan dari masing-masing Hukum 
Waris tersebut. Untuk membatasi masalah yang akan diteliti, penulis akan 
melakukan penelitian dengan mengkhususkan perbandingan pembagian 
warisan untuk ahli waris Janda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dan Hukum Waris Islam. Perbandingan tersebut meliputi kedudukan Janda 
sebagai ahli waris menurut KUHPerdata dan Hukum Waris Islam, pembagian 
warisan untuk Janda menurut KUHPerdata dan Hukum Waris Islam, persamaan 
dan perbedaan pembagian warisan untuk Janda menurut KUHPerdata dan 








  56   
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam 
1. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata 
Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah Hukum 
Perdata Barat (Belanda), yang berinduk pada Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dalam bahasa aslinya disebut 
Burgerlijk Wetboek (B.W.). B.W. ini berlaku di Hindia Belanda dulu. 
B.W. adalah Hukum Perdata Belanda yang berasal dari Hukum Perdata 
Perancis, berinduk pada Code Civil Perancis. Sebagai akibat penundukan 
Perancis di Belanda, berlaku di Negeri Belanda KUHPerdata yang resmi. 
Meskipun KUHPerdata Belanda itu adalah kodifikasi bentukan nasional 
Belanda, isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil 
Perancis. B.W. Belanda diberlakukan juga di Hindia Belanda berdasarkan 
asas konkordansi (persamaan). B.W. Hindia Belanda tersebut disahkan 
oleh Raja pada tanggal 1 Mei 1848 (Abdulkadir Muhammad, 2000:5-6). 
KUHPerdata dibagi menjadi 4 (empat) buku, yaitu : 
a. Buku Ke satu, mengatur tentang Orang, memuat ketentuan 
mengenai : 
1) Hukum Perorangan 
2) Hukum Keluarga 
b. Buku Ke dua, mengatur tentang Benda, memuat ketentuan 
mengenai : 
1) Hukum Benda 
2) Hukum Waris  
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c. Buku Ke tiga, mengatur tentang Perikatan, memuat ketentuan 
mengenai Hukum Harta Kekayaan 
d. Buku Ke empat, mengatur tentang Pembuktian dan Daluwarsa, 
memuat ketentuan mengenai : 
1) Alat bukti 
2) Akibat daluwarsa (Amiek Sumindriyatmi, 2005:25). 
Hukum Waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata (tentang 
Benda), dengan alasan : 
a. Hak Mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 528 KUHPerdata 
b. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, 
dirumuskan dalam Pasal 584 KUHPerdata 
Dalam Hukum Waris tidak hanya terdapat aspek Hukum Benda saja, 
tetapi terdapat juga aspek-aspek yang lainnya, meskipun sebenarnya 
Hukum Waris termasuk dalam Hukum Harta. Aspek-aspek hukum 
lainnya yang terkait adalah : 
a. Aspek Hukum Harta Kekayaan tentang Perikatan 
Harta peninggalan selain berupa hak-hak kebendaan yang nyata ada, 
dapat juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat 
juga berupa sejumlah utang-utang yang melibatkan pihak ketiga 
(hak perorangan). 
b. Aspek Hukum Keluarga 
Pada pewarisan menurut undang-undang syarat utama untuk tampil 
sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah. Hal ini berarti 
terkait dengan aspek Hukum Keluarga. 
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Berdasarkan alasan tersebut diatas, para ahli hukum berpendapat, untuk 
menempatkan Hukum Waris sebagai bagian yang terpisah atau buku 
tersendiri, tidak diatur dalam Hukum Benda (Buku II KUHPerdata) 
(Suhrini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005:9-10). 
Menurut Prof. Ali Afandi, ahli waris adalah orang yang 
menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik 
untuk seluruhnya maupun untuk sebagian (Ali Afandi, 1997:7). 
Orang-orang yang berhak menerima warisan dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) macam, yaitu :  
a. Ditentukan oleh Undang-Undang (Ahli waris Ab-intestato) 
Ahli waris karena undang-undang adalah orang yang 
berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris karena 
undang-undang ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata. 
Ketentuan dalam Pasal 832 KUHPerdata menentukan 
orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yang menyebutkan 
sebagai berikut: 
“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris 
ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si 
suami atau istri yang hidup terlama….” 
Orang-orang yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-
undang adalah : 
1) Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin; 
2) Suami atau istri yang hidup terlama. 
Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali 
dalam Pasal 852 KUHPerdata. Ahli waris karena hubungan darah 
adalah anak atau sekalian keturunan mereka, baik anak sah maupun 
anak luar kawin. Ahli waris menurut undang-undang dapat 
digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu : 
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1) Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya; 
2) Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan 
saudara; 
3) Golongan ketiga, terdiri dari sekalian keluarga dalam garis 
lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu; 
4) Golongan keempat, terdiri dari keluarga sedarah lainnya dalam 
garis menyimpang sampai dengan derajat keenam (Sudikno 
Mertokusumo, 2003:140). 
b. Berdasarkan Surat Wasiat atau Testamen (Ahli Waris Testamentair) 
Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk 
para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen. 
Ahli waris testamentair diatur dalam Pasal 899 KUHPerdata 
(Effendi Perangin, 2005:4). Pasal 899 KUHPerdata menyebutkan : 
“Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab 
Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat 
wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan 
meninggal dunia” 
Ketentuan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan 
bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh 
hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia 
(pewaris). Ditegaskan dalam Pasal 874 KUHPerdata bahwa segala harta 
kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli 
warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat 
wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah (Abdulkadir Muhammad, 
2000:282). 
Ahli waris berdasarkan undang-undang (Ahli waris Ab-intestato) 
dapat mewaris dengan 2 (dua) cara, yaitu : 
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a. Mewaris Berdasarkan Kedudukannya Sendiri 
Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri adalah mereka 
yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukannya 
sendiri. Dengan pewarisan berdasarkan kedudukannya sendiri pada 
asasnya ahli waris mewaris kepala demi kepala. Mewaris 
berdasarkan kedudukan sendiri diatur dalam Pasal 852 ayat (2) 
KUHPerdata. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri 
dalam susunan keluarga si pewaris memberikan posisi yang 
memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah 
haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris 
kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian 
yang sama besarnya. 
b. Mewaris Berdasarkan Penggantian Tempat 
Ahli waris berdasarkan penggantian tempat adalah ahli 
waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima 
warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. 
Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya 
mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris 
pancang demi pancang. Mewaris berdasarkan penggantian tempat 
diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata. Pasal 
841 KUHPerdata dengan jelas mengatakan, bahwa memberi hak 
kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang 
meninggal dunia. Orang yang menggantikan tempat tersebut 
memperoleh hak dari orang yang digantikannya  (Surini Ahlan 
Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005:17-24). 
Dalam Hukum Waris Nederland (Belanda) sebelum tahun 1923, 
suatu bagian warisan menurut undang-undang di dalam undang-undang 
Belanda diberikan kepada kerabat sedarah dalam garis lurus. Hukum 
Waris Nederland di dalam tahun 1923 mengalami perubahan yang agak 
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mendalam, antara lain suami atau istri yang dulu baru dipanggil untuk 
memperoleh warisan sesudah para kerabat dalam derajat ke-12, bagi 
Hukum Waris menurut undang-undang dipersamakan dengan anak-anak 
sah dari orang yang meninggal, meskipun kepadanya tidak diberikan 
suatu bagian warisan menurut undang-undang. Selanjutnya pada 
perubahan yang sama telah dibatasi pewarisan karena undang-undang dari 
para kerabat sedarah, yang dahulu meliputi para kerabat sampai derajat 
ke-12, sekarang dibatasi sampai derajat ke-6 (H.F.A. Vollmar, 1992:374).  
Melalui Staatsblad 1935/486 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 
1936, ditambahkan juga istri atau suami dari pewaris sebagai ahli waris 
Golongan I. Semula menurut Pasal 852 B.W. lama, jarang istri atau suami 
mewaris, karena menurut ketentuan Pasal 832 B.W. lama, suami atau istri 
baru mewaris kalau keluarga sedarah sampai derajat yang ke-12 tidak ada 
lagi. Perubahan Pasal 832 jo 852a B.W. mempunyai pengaruh yang 
penting sekali. Pasal 832 B.W. lama berbunyi : 
“Yang terpanggil untuk mewaris menurut undang-undang : 
1. Keluarga sedarah yang sah dan luar kawin menurut ketentuan-
ketentuan di bawah ini…. 
2. Dalam hal tidak ada anggota keluarga sebagai yang dimaksud di 
atas, maka istri atau suami mewaris.” 
Sebelum terjadi perubahan, suami atau istri baru mewaris kalau 
pewaris tidak mempunyai keluarga sedarah sampai derajat yang ke-12. 
Dasarnya adalah bahwa menurut paham orang-orang Belanda pada waktu 
pembentukan B.W., harta benda sebisa-bisanya harus tetap berada dalam 
tangan keluarga, sedangkan istri bukan keluarga sedarah pewaris karena 
ia datang dari keluarga lain. Cara berpikir yang demikian, karena 
perubahan pandangan hidup, dianggap telah usang dan tidak sesuai lagi 
dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya ketentuan yang 
demikian istri pada waktu itu hampir tidak pernah mewaris dari suaminya, 
dan sebaliknya. Ketentuan tersebut dirasakan tidak adil, sehingga 
akhirnya undang-undang mengalami perubahan (J. Satrio, 1992:106). 
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Dengan adanya perubahan atas Pasal 832 dan 852 B.W., maka 
istri sekarang dianggap sebagai seorang yang mempunyai hubungan yang 
lebih dekat dengan pewaris dibandingkan anggota keluarga lain di luar 
anak dan keturunannnya. Oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 852a 
KUHPerdata merupakan suatu perkecualian atas asas Hukum Waris ab-
intestato, yang pada prinsipnya ahli waris harus mempunyai hubungan 
darah dengan pewaris, baik sah maupun luar kawin. Itulah sebabnya 
mengapa salah satu syarat untuk menjadi ahli waris ditambah dengan 
kata-kata “atau suami/istri yang hidup terlama”. Mengenai hal ini dapat 
dilihat dalam Pasal 832 dan 852a KUHPerdata yang baru sebagai berikut : 
Pasal 832 : 
“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, 
para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri 
yang hidup terlama….” 
Pasal 852a : 
“Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang 
meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam 
melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan 
seorang anak yang sah dari si meninggal….” 
Pasal 852a KUHPerdata menentukan bahwa seorang Janda 
memperoleh bagian dari harta warisan almarhum suami atau istri, seperti 
halnya dengan seorang anak. Pasal 852a KUHPerdata ini baru 
ditambahkan oleh Staatsblad 1935/486. Sebelum Staatsblad 1935/486 ini 
ada, seorang Janda baru mendapat bagian dari harta warisan almarhum 
suami atau istrinya, apabila pewaris tidak meninggalkan sanak keluarga 
sedarah sampai derajat ke-12, di mana hal ini tentunya jarang sekali 
terjadi (Soetojo Prawirohamidjojo, 2000:18). 
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Apabila si pewaris tidak meninggalkan seorang anak, maka 
suami atau istri yang hidup terlama ini berhak atas seluruh warisan. 
Selama masih ada istri, maka cucu-cucu tidak pernah mewaris atas 
kedudukannya sendiri, karena hanya dapat mewaris berdasarkan 
penggantian tempat apabila masih ada istri. Namun demikian kedudukan 
istri sebagai ahli waris tidak dapat digantikan oleh keturunannya, karena 
penggantian tempat hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah. Suami atau 
istri yang hidup terlama ini mengesampingkan orang tua, saudara laki-laki 
dan perempuan seandainya mereka masih ada. Hal ini karena masih ada 
suami atau istri sebagai Golongan I. Suami atau istri yang hidup terlama 
ini tampil sebagai ahli waris berdasarkan keutamaan, sehingga menutup 
golongan lain (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005:53). 
Apabila ternyata suami atau istri melakukan perceraian, maka 
perceraian menghilangkan haknya untuk mewaris. Hal ini karena dengan 
terjadinya perceraian, maka tidak dapat dikatakan sebagai suami atau istri 
yang berhak atas warisan (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 
2005:56). 
Sebagai akibat persamaan pewaris dari Janda dengan anak, yaitu 
dalam hal tidak ada anak/keturunan, maka Janda tersebut mewaris seluruh 
harta warisan dengan mengesampingkan orang tua, saudara-saudara 
sekandung, dan sebagainya. Akan tetapi, Janda tersebut tidak dapat 
diwakili dengan penggantian tempat. Apabila Janda mendahului 
meninggal, maka anak atau keturunannya tidak dapat menggantikan Janda 
tersebut. Dalam Pasal 842 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 
pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus dengan 
tiada akhir, hanya berlaku untuk keluarga dalam garis lurus ke bawah dan 
Janda tidak termasuk di dalamnya (Soetojo Prawirohamidjojo, 2000:18). 
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2. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam 
Sumber pokok Hukum Islam adalah Al-Qur’an, Sunnah Rasul, 
dan Ijtihad (Abdul Ghofur Anshori, 2003:6). Dalam Hukum Nasional 
atau hukum positif Republik Indonesia, sumber Hukum Islam Materiil 
terdapat pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam 
Kompilasi Hukum Islam berisi 3 (tiga) buku, dan masing-
masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal. Ketiga buku dalam 
Kompilasi Hukum Islam tersebut terdiri dari : 
a. Buku Ke satu mengatur tentang Perkawinan; 
b. Buku Ke dua mengatur tentang Kewarisan; 
c. Buku Ke tiga mengatur tentang Perwakafan. 
Menurut Wasit Aulawi sebagaimana dikutip oleh Suhrawadi K. 
Lubis dan Komis Simanjuntak mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum 
Islam bertujuan agar dapat : 
a. Memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat 
dalam Hukum Islam; 
b. Mengatasi berbagai masalah khilafiah (perbedaan pendapat) untuk 
menjamin kepastian hukum; 
c. Mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan 
hukum nasional (Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 
2007:18). 
Dalam Kompilasi Hukum Islam, bidang kewarisan diletakkan 
dalam buku II dengan judul Hukum Kewarisan. Buku ini terdiri dari 6 bab 
dengan 44 pasal, yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
Bab I  : Ketentuan Umum memuat penjelasan singkat tentang kata-
kata penting yang dimuat dalam buku II (Pasal 171); 
Bab II  : Ahli Waris (Pasal 172 sampai dengan Pasal 175); 
Bab III  : Besarnya Bagian (Pasal 176 sampai dengan Pasal 191); 
Bab IV  : Aul dan Rad (Pasal 192 sampai dengan Pasal 193); 
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Bab V  : Wasiat (Pasal 194 sampai dengan Pasal 209); 
Bab VI  : Hibah (Pasal 210 sampai dengan Pasal 214). 
Menurut Soeroso, Hukum Waris dalam Al-Qur’an diatur dalam : 
a. Surat An-nisa’ (4) ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 176; 
b. Surat Al-Baqarah (2) ayat 180; 
c. Surat Al-Maidah (5) ayat 106 (Soeroso, 1999:60). 
Menurut Prof. Amir Syarifuddin Ahli waris disebut juga warits 
dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang 
ditinggalkan oleh orang yang meninggal (Amir Syarifuddin, 2005:210-
211). Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf c disebutkan bahwa : 
“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” 
Ada 3 (tiga) syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan di 
dalam Pasal 171 huruf c KHI, yaitu : 
a. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan 
perkawinan dengan pewaris 
Syarat ini menempatkan anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu, 
dan Janda sebagai ahli waris. Ketentuan mengenai hal ini 
dirumuskan dalam Pasal 174 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa 
apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan 
hanya anak, ayah, ibu, Janda. 
b. Beragama Islam 
Apabila ada ahli waris yang berpindah agama, maka ia akan 
kehilangan haknya sebagai ahli waris. Hal ini dapat menimbulkan 
kesan ketidakadilan di dalam Hukum Waris Islam. Padahal menurut 
ajaran Islam tidak ada paksaan dalam beragama. 
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c. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris 
Apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, 
karena : 
1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 
menganiaya berat pada pewaris; 
2) Dipersalahkan telah memfitnah dengan cara mengajukan 
pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan 
yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau 
hukuman yang lebih berat (Afdol, 2003:97-98). 
Menurut Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, dalam 
ketentuan Hukum Waris Islam yang menyebabkan terjadinya warisan 
adalah sebagai berikut : 
a) Karena Hubungan Perkawinan 
Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) 
disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan 
seseorang tersebut. Ahliwaris berdasarkan perkawinan adalah Janda, 
yaitu orang yang berstatus suami atau istri pada saat pewaris 
meninggal dunia. Suami atau istri tersebut meskipun belum pernah 
berkumpul atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa ‘iddah talak 
raj’i. Menurut Pasal 118 KHI, talak raj`i adalah talak kesatu atau 
kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa ‘iddah. 
b) Karena Adanya Hubungan Darah 
Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) 
disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan 
darah/kekeluargaan dengan pewaris. Yang termasuk dalam 
klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, 
saudara, anak saudara, dan lain-lain. 
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c) Karena Memerdekakan Pewaris 
Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari 
pewaris karena memerdekakan pewaris dari perbudakan. Dalam hal 
ini dapat seorang pria atau seorang wanita. Namun, untuk sekarang 
ini walak tidak perlu diperhatikan, karena perbudakan sudah lama 
hilang. 
d) Karena Sesama Islam 
Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak 
meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta 
warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan 
dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin (Suhrawadi K. 
Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007:55-56). 
Menurut Ahmad Azhar Basyir ahli waris dapat digolongkan 
menjadi beberapa golongan atas dasar tinjauan dari segi kelaminnya dan 
dari segi haknya atas harta warisan. Dari segi jenis kelaminnya, ahli waris 
dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu : 
a. Ahli waris laki-laki 
Ahli waris laki-laki terdiri dari : 
1) Ayah; 
2) kakek (bapak ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki; 
3) Anak laki-laki; 
4) Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke 
bawah dari garis laki-laki; 
5) Saudara laki-laki kandung (seibu seayah); 
6) Saudara laki-laki seayah; 
7) Saudara laki-laki seibu; 
8) Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki 
kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki; 
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9) Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki saudara laki-laki 
seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki; 
10) Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan 
seterusnya ke atas dari garis laki-laki; 
11) Paman seayah (saudara laki-laki seayah ayah) dan seterusnya 
ke atas dari garis laki-laki; 
12) Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman 
kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, 
termasuk di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek, 
dan seterusnya, dan anak-anak keturunannya dari garis laki-
laki; 
13) Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah) 
dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, termasuk yang 
disebutkan pada nomor 12; 
14) Suami; 
15) Laki-laki yang memerdekakan budak (mu’tiq). 
b. Ahli waris perempuan 
Ahli waris perempuan terdiri dari : 
1) Ibu; 
2) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis 
perempuan; 
3) Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis 
perempuan, atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian 
sampai kepada nenek, atau berturut-turut dari garis laki-laki 
lalu bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan; 
4) Anak perempuan; 
5) Cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke 
bawah dari garis laki-laki; 
6) Saudara perempuan kandung; 
7) Saudara perempuan seayah; 
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8) Saudara perempuan seibu; 
9) Istri; 
10) Perempuan yang memerdekakan budak (mu’tiqah). 
Dari segi haknya atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi 3 
(tiga) golongan, yaitu : 
a. Ahli waris dzawil furudl 
Ahli waris dzawil furudl ialah yang mempunyai bagian-
bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an atau 
Sunnah Rasul, seperti telah disebutkan bagian-bagian tertentu ialah 
2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6, dan 1/8. Bagian-bagian tersebut ditentukan 
untuk ahli waris sebagai berikut : 
1) Bagian 2/3 disebut dalam Al-Qur’an menjadi hak 2 (dua) 
orang saudara perempuan kandung atau seayah, dan 2 (dua) 
anak perempuan; 
2) Bagian ½ disebut dalam Al-Qur’an menjadi hak seorang anak 
perempuan, seorang saudara perempuan kandung atau seayah 
dan suami bila pewaris tidak meninggalkan anak yang berhak 
waris; 
3) Bagian 1/3 disebut dalam Al-Qur’an menjadi hak ibu apabila 
pewaris tidak meninggalkan anak atau lebih dari seorang 
saudara, dan saudara-saudara seibu jika lebih dari seorang; 
4) Bagian ¼ disebut dalam Al-Qur’an menjadi hak suami jika 
pewaris meninggalkan anak yang berhak waris dan istri 
apabila pewaris tidak meninggalkan anak yang berhak waris; 
5) Bagian 1/6 disebut dalam Al-Qur’an menjadi hak ayah dan ibu 
jika pewaris meninggalkan anak yang berhak waris, juga ibu 
apabila pewaris meninggalkan saudara-saudara lebih dari 
seorang, dan seorang saudara seibu. 
6) Bagian 1/8 disebut dalam Al-Qur’an menjadi hak istri apabila 
pewaris meninggalkan anak yang berhak waris. 
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Ahli waris yang termasuk dzawil furudl terdiri dari 12 (dua belas) 
orang yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu 
perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, 
saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, 
kakek, dan nenek. 
b. Ahli waris ‘ashabah 
Ahli waris ‘ashabah ialah yang tidak ditentukan 
bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak 
ada ahli waris dzawil furudl sama sekali, jika ada dzawil furudl, 
berhak atas sisanya dan apabila tidak ada sisa, tidak mendapat 
bagian apapun. Ahli waris ‘ashabah ada 3 (tiga) macam, yaitu : 
1) ‘Ashabah bin nafsi 
Berkedudukan sebagai ahli waris ‘ashabah dengan sendirinya, 
tidak karena ditarik oleh waris ‘ashabah lain atau tidak karena 
bersama-sama dengan waris lain seperti anak laki-laki, cucu 
laki-laki (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung atau 
seayah, paman dan sebagainya. 
2) ‘Ashabah bilghairi 
Berkedudukan sebagai ahli waris ‘ashabah karena ditarik oleh 
waris ‘ashabah lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi 
‘ashabah oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi 
waris ‘ashabah oleh cucu laki-laki, saudara perempuan 
kandung atau seayah ditarik menjadi waris ‘ashabah oleh 
saudara laki-laki kandung atau seayah, dan sebagainya. 
3) ‘Ashabah ma’al ghairi 
Berkedudukan menjadi waris ‘ashabah karena bersama-sama 
dengan waris lain, seperti saudara perempuan kandung atau 
seayah menjadi waris ‘ashabah karena bersama-sama dengan 
anak perempuan. 
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c. Ahli waris dzawil arham 
Ahli waris dzawil arham ialah ahli waris yang mempunyai 
hubungan famili dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan 
waris dzawil furudl dan ‘ashabah. Yang termasuk ahli waris dzawil 
arham ialah : 
1) Cucu laki-laki/perempuan, anak-anak dari anak perempuan; 
2) Kemenakan laki-laki atau perempuan, anak-anak saudara 
perempuan kandung, seayah atau seibu; 
3) Kemenakan perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-
laki kandung atau seayah; 
4) Saudara sepupu perempuan, anak-anak perempuan paman 
(saudara laki-laki ayah); 
5) Paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu); 
6) Paman, saudara laki-laki ibu; 
7) Bibi, saudara perempuan ayah; 
8) Bibi, saudara perempuan ibu; 
9) Kakek, ayah ibu; 
10) Nenek buyut, ibu kakek (ayah ibu); 
11) Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu. 
Tentang hak ahli waris dzawil arham ini para ulama tidak 
sependapat. Perbedaan pendapat terjadi karena mengenai hak waris 
dzawil arham tidak terdapat keterangan yang jelas dalam Al-Qur’an 
maupun hadits-hadits Nabi. Pendapat yang tidak memasukkan ahli 
waris dzawil arham berpegang pada prinsip apabila tidak ada dalil, 
maka tidak ada hukum. Pendapat yang memasukkan ahli waris 
dzawil arham berpegang pada dalil Al-Qur’an Surat Al-Anfal 
(8):75, yang meskipun tidak jelas, dapat difahamkan adanya isyarat 
yang bersifat umum, yang menyatakan bahwa sanak kerabat (ulul 
arham) sebagian lebih utama dari sebagian yang lain menurut 
ketentuan kitab Allah (Ahmad Azhar Basyir, 1990:24-28). 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang orang-
orang yang berhak menjadi ahli waris. Di dalam KHI Pasal 174, 
menyatakan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : 
a. Menurut Hubungan Darah 
- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara 
laki-laki, paman, dan kakek; 
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara 
perempuan, dan nenek. 
b. Menurut Hubungan Perkawinan terdiri dari Janda. 
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya 
anak, ayah, ibu, Janda. 
Hak kewarisan dapat berlaku atas dasar hubungan perkawinan, 
dengan pengertian bahwa suami sebagai ahli waris istrinya yang 
meninggal dan istri sebagai ahli waris suaminya yang meninggal. Dalam 
Hukum Waris Islam ini Janda adalah ahli waris dari suami atau istri yang 
telah meninggal dunia. Bagian pertama dari Surat An-nisa’ (4):12 
menyatakan hak kewarisan suami istri. Bila hubungan kewarisan berlaku 
antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan 
alamiah diantara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara 
suami istri disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri 
(Amir Syarifuddin, 2005:188). 
Mengenai hak kewarisan suami atau istri ditentukan dalam Al-
Qur’an Surat An-nisa’ (4):12 yang menyatakan sebagai berikut : 
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu 
mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 
mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta 
yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) 
sesudah dibayar utang-utangmu….” 
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Menurut Amir Syarifuddin berlakunya hubungan kewarisan 
antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan : 
a. Antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah 
Mengenai perkawinan sah diatur dalam Pasal 4 KHI yang 
menyebutkan sebagai berikut : 
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam 
sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan.” 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 
ayat (1) menyatakan : 
“Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya.” 
Ketentuan diatas berarti bahwa perkawinan orang-orang 
yang beragama Islam adalah sah bila menurut hukum Islam 
perkawinan tersebut adalah sah. Pengertian sah menurut istilah 
hukum Islam ialah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan 
syaratnya dan telah terhindar dari segala penghalangnya. Dengan 
demikian nikah yang sah adalah nikah yang telah dilaksanakan telah 
memenuhi rukun syarat pernikahan dan telah terlepas dari segala 
halangan pernikahan itu. 
b. Suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu 
pihak meninggal 
Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu pihak 
meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam 
bentuk talak raj’i dan perempuan masih berada dalam masa ‘iddah. 
Seseorang perempuan yang sedang menjalani iddah talak raj’i 
berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali 
hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya 
hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian (Amir 
Syarifuddin, 2005:189). 
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Mengenai kedudukan Janda sebagai ahli waris juga ditegaskan 
dalam Hadits Nabi sebagai berikut : 
Dari Rabi’ah bin Abi Abdirrahman, ia berkata : 
“Seorang istri bagi Abdurrahman bin Auf minta thalaq, maka ia berkata: 
Kalau engkau sudah bersuci (dari haid), kabarkanlah kepadaku. Setelah 
itu istrinya kabarkan kepadanya hal sudah bersihnya ia dari haid, lalu ia 
thalaq putus atau ia berikan thalaq yang ketinggalan, padahal ia dalam 
sakit di waktu itu, maka Utsman jadikan perempuan itu mendapat warisan 
(padahal) sesudah habis iddahnya (HR. Malik). 
Selain itu, dari Abdurrahman bin Hurmuz Al-A’raj, bahwasannya Utsman 
bin Affan memberi warisan kepada istri-istri Ibnu Mikmal, padahal ia 
telah ceraikan mereka di dalam masa sakitnya (HR. Malik) (Suhrawadi K. 
Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007:190-191). 
Di dalam sistem Hukum Waris Islam, Janda merupakan ahli 
waris keutamaan sehingga tidak terhalang (terhijab) oleh ahli waris yang 
lain. Namun demikian, walaupun tidak ada anak, Janda tidak mewaris 
seluruh harta warisan, namun Janda mewaris bersama orang tua dan 
saudara-saudara pewaris. (Afdol, 2003:83). 
B. Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Hukum Waris Islam 
1. Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata 
Berdasarkan kedudukan Janda sebagai suami atau istri yang 
hidup terlama, tampil menjadi ahli waris berdasarkan keutamaan dan 
menutup golongan lain. Sebagai ahli waris Golongan I, Janda dapat 
memperoleh bagian harta warisan dari pewaris. Ketentuan mengenai 
bagian warisan untuk Janda menurut KUHPerdata diatur dalam Pasal 
852a KUHPerdata yang menentukan sebagai berikut : 
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“Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang 
meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam 
melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan 
seorang anak yang sah dari si meninggal….”  
Arti kata-kata “seorang suami atau istri yang meninggal lebih dahulu” 
adalah yang meninggal lebih dahulu dari Jandanya. Sedangkan yang 
dimaksud “si istri atau suami yang hidup terlama” adalah Janda yang 
masih hidup, yang hidupnya lebih lama dari suami atau istri yang 
meninggal. Adapun besarnya hak bagian seorang istri atau suami atas 
warisan pewaris, dalam Pasal 852a KUHPerdata ditentukan sebesar 
bagian satu orang anak yang sah (J. Satrio, 1992:197-198). 
Ketentuan dalam Pasal 852 KUHPerdata telah ditentukan bahwa 
orang yang pertama kali dipanggil oleh undang-undang untuk menerima 
warisan adalah anak-anak dan suami atau istri. Bagian yang diterima oleh 
mereka adalah sama besar antara satu dan lainnya. Tidak ada perbedaan 
antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang 
lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa keturunan, suami atau istri mendapat bagian yang sama 
besar diantara mereka (Sudikno Mertokusumo, 2003:142). 
Ketentuan yang mempersamakan bagian suami atau istri yang 
hidup terlama dengan anak, hanya berlaku dalam pewarisan karena 
kematian. Bagian suami istri bukan berarti dalam segala hal haknya sama 
dengan anak, karena suami atau istri yang hidup terlama tidak berhak atas 
Legitimie Portie. Sebaliknya suami atau istri yang hidup terlama tersebut 
tidak perlu memberikan inbreng, kalau pewaris atas hibah yang diberikan 
kepada istrinya tidak mewajibkan dengan tegas untuk melakukan inbreng. 
Namun, ia turut menikmati inbreng orang lain (J. Satrio, 1992:108). 
Apabila si pewaris meninggalkan seorang suami atau istri yang 
hidup terlama dan tidak meninggalkan keturunan, maka suami atau istri 
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yang hidup terlama ini berhak atas seluruh warisan. Demikian pula 
meskipun Golongan I yang lainnya masih ada tetapi oleh sebab satu dan 
lain hal tidak dapat tampil sebagai orang yang berhak mewaris, maka istri 
atau suami sebagai Golongan I mewaris seluruh harta pewaris (Surini 
Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005:54). 
Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3764/K/Pdt/1992 
tanggal 30 Maret 1995 menyatakan sebagai berikut : 
“Seorang Janda akan mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama 
dan ½ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari 
almarhum suaminya, yang akan dibagi waris antara janda itu dan anak-
anaknya, dan masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya” 
(Djaja S. Meliala, 2008:1). 
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (UUP) Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari 
masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri. Suami atau istri 
dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah 
pihak (Pasal 36 ayat (1) UUP). Terhadap harta bersama suami dan istri 
mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut ketentuan Pasal 37 
UUP, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur 
menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya 
masing-masing adalah Hukum Agama, Hukum Adat, dan hukum-hukum 
lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas 
persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan masing-masing, 
suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 
hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 UUP). 
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Ketentuan dalam Pasal 128 (1) KUHPerdata menentukan bahwa 
setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara 
suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan 
tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu 
diperolehnya. 
Asas persamaan bagian dalam Pasal 852 KUHPerdata masih 
diteruskan lebih lanjut dengan menetapkan bahwa anak-anak atau 
sekalian keturunan mereka mewaris dari pewaris, sekalipun mereka lahir 
dari perkawinan lain. Di sini yang diartikan “perkawinan yang lain” 
adalah dalam hal si pewaris menikah lebih dari satu kali. Pewaris pernah 
mengalami putus perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian. 
Di samping itu dari perkawinan-perkawinannya, baik yang terakhir 
maupun yang lebih dahulu, pewaris sama-sama mempunyai keturunan. 
Dalam hal demikian KUHPerdata tidak membedakan hak-hak atau 
kewajiban-kewajiban para keturunannya tersebut (J. Satrio, 1992:104).  
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) 
UUP menyebutkan: 
“Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai 
seorang suami.” 
Ketentuan dalam pasal tersebut sesuai dengan asas perkawinan 
KUHPerdata yaitu asas monogami. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, monogami berarti sistem yang hanya memperbolehkan seorang 
pria mempunyai seorang istri. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam 
suatu masa perkawinan itu hanya dibolehkan antara seorang pria dan 
seorang wanita. Hal ini mengandung arti bahwa dalam waktu yang sama 
seorang suami dilarang untuk kawin lagi dengan wanita lain. Asas 
perkawinan demikian disebut dengan asas perkawinan monogami 
(Abdulkadir Muhammad, 2000:70). 
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Dalam KUHPerdata tidak dimungkinkan seorang pria 
mempunyai istri lebih dari seorang, sehingga dalam pembagian warisan 
untuk Janda wanita juga hanya berlaku untuk seorang istri saja. Namun 
demikian, seorang Janda dimungkinkan menikah lagi apabila perkawinan 
yang pertama telah putus, baik karena perceraian maupun kematian. Di 
dalam perkawinan yang pertama juga dimungkinkan ada anak yang sah. 
Oleh karena itu, anak dari perkawinan pertama harus mendapat 
perlindungan khususnya mengenai bagian warisan yang akan diperoleh. 
Ketentuan mengenai bagian untuk Janda dalam perkawinan 
kedua diatur dalam Pasal 852a dan Pasal 181 KUHPerdata. 
Pasal 852a KUHPerdata : 
“… Bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk ke dua kali atau 
selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan 
anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian 
warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan 
diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu 
telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, 
sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau 
suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal” 
Pasal 181 KUHPerdata : 
“… dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya, apabila ada 
anak, dan keturunan dari perkawinan yang dulu, maka disebabkan karena 
percampuran harta kekayaan dan utang-utang dalam satu persatuan, si 
suami atau si istri baru tak akan menikmati manfaat yang lebih besar 
daripada jumlah bagian terkecil, yang mana salah satu dari anak-anak 
tadi, atau dalam hal telah meninggalnya anak itu terlebih dahulu, para 
keturunannya demi penggantian tempat, menikmatinya, sedangkan 
manfaat itu sekali-kali taklah boleh melebihi seperempat dari harta 
kekayaan si suami atau si istri yang kawin untuk kedua kalinya tadi.” 
Dengan adanya pasal tersebut, maka dalam memperbaiki 
kedudukan Janda harus dijaga supaya hak yang diberikan kepada janda itu 
jangan sampai mendesak kepentingan anak-anak dari perkawinan yang 
dahulu. Adapun terdesaknya kepentingan anak-anak dari perkawinan 
yang dahulu dapat terjadi karena adanya suatu perjanjian perkawinan 
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antara suami istri di dalam perkawinan yang baru itu atau karena suatu 
ketentuan dalam surat wasiat yang menguntungkan istri atau suami. Maka 
karena inilah ditetapkan bahwa bagian seorang Janda jika ada anak-anak 
dari perkawinan yang dahulu, bagian itu tidak boleh lebih besar dari 
bagian terkecil dari anak-anak. Yang dimaksud dengan terkecil ialah 
bagian dari seorang yang dengan ketetapan suatu testamen dapat berbeda-
beda, asal tidak kurang dari Legitimie Portie (Ali Afandi, 1997:37). 
Dalam hal seorang kawin dua kali, dan dari perkawinan yang 
pertama terdapat anak, maka menurut KUHPerdata, hak dari seorang 
Janda (selaku suami atau istri) ke-2 terhadap harta peninggalan si pewaris, 
diatur dalam Pasal 852a dan Pasal 181 KUHPerdata secara agak berbeda. 
Pasal 852a KUHPerdata mengatakan bahwa bagian warisan dari Janda 
tidak boleh melebihi bagian terkecil dari seorang anak tiri dan setidak-
tidaknya tidak boleh lebih dari ¼ bagian dari seluruh harta warisan. 
Sedangkan Pasal 181 KUHPerdata mengatakan bahwa sebagai akibat dari 
kebersamaan harta perkawinan antara suami dengan istri kedua atau 
antara istri dengan suami yang kedua, sedangkan dari perkawinan pertama 
terdapat anak, maka orang tua tiri tidak boleh mendapat keuntungan yang 
melebihi bagian terkecil dari seorang anak tiri itu dalam harta warisan 
orang tuanya sendiri. Sedangkan keuntungan itu juga tidak boleh lebih 
dari ¼ bagian dari seluruh harta warisan orang tua itu sendiri (Soetojo 
Prawirohamidjojo, 2000:18). 
Bagian suami istri atas warisan pada perkawinan kedua dalam 
Pasal 852a KUHPerdata, terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan 
yaitu : 
a. Suami istri yang hidup terlama berhak atas harta warisan suami istri 
yang meninggal; 
b. Pewaris dalam perkawinan pertama mempunyai anak/keturunan dari 
anak; 
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c. Adanya pembatasan atas hak dari suami istri dari perkawinan kedua, 
tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil dari bagian satu anak 
hasil perkawinan pertama. keturunan mereka; 
d. Tidak boleh lebih besar dari ¼ harta warisan pewaris batas 
maksimum ¼ bagian hak warisan (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul 
Elmiyah, 2005:56). 
Hak waris terhadap suami atau istri pada perkawinan yang 
kedua, dengan anak dari perkawinan yang pertama, diterapkan 2 (dua) 
macam pembatasan. Kalau bagian istri atau suami yang baru sama 
besarnya dengan hak bagian yang terkecil yang diterima oleh seorang 
anak dari perkawinan pertama (atau keturunannya sebagai pengganti), 
tetapi ternyata masih lebih besar dari ¼ warisan, maka hak istri atau 
suami sama dengan atau lebih kecil maka kepada istri atau suami yang 
baru diberikan warisan yang sama besarnya dengan hak bagian yang 
terkecil dari seorang anak dari perkawinan pertama. Jadi hak bagian istri 
pada perkawinan kedua pun paling sedikit sebesar Legitimie portie 
seorang anak dari perkawinan pertama. Dalam hal seorang atau lebih anak 
dari perkawinan pertama meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dan 
karenanya sebagian dari (atau seluruh) hak bagian anak/anak-anak 
tersebut diwaris oleh para penggantinya dalam pancangnya. Jadi hak 
bagian istri pada perkawinan kedua ditentukan oleh satu pancang yang 
terkecil (J. Satrio, 1992:116-117). 
Ketentuan dalam Pasal 852a KUHPerdata diadakan dengan 
maksud untuk melindungi kepentingan anak-anak dari perkawinan 
pertama, yang ibu atau ayahnya meninggal dunia, dan ibu atau ayahnya 
kawin untuk kedua kali (dengan ayah atau ibu tiri mereka). Pembentuk 
undang-undang merasa khawatir bahwa anak-anak tersebut akan 
dirugikan, dan ayah atau ibu kandungnya yang pada waktu akan menikah 
untuk kedua kalinya mungkin lalai untuk mempertimbangkan 
kemungkinan akan timbulnya kerugian berupa harta benda bagi anak-
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anak tersebut dengan hadirnya seorang ibu atau ayah tiri. Untuk 
menghadapi hal tersebut, pembentuk undang-undang membuat 
serangkaian pagar keliling anak tersebut melalui KUHPerdata Pasal 181, 
183, 852a, 902 (J. Satrio, 1992:118). 
Dalam perkawinan untuk kedua kali dan selanjutnya pun, 
berlakulah demi hukum suatu persatuan harta kekayaan yang bulat antara 
suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak 
diadakan ketentuan lain (Pasal 180 KUHPerdata). Di samping itu 
ditentukan dalam  KUHPerdata yang menyebutkan sebagai berikut : 
Pasal 181 KUHPerdata : 
 “Mengatur, bahwa suami/istri kedua tidak akan menikmati manfaat yang 
lebih besar dan pada jumlah bagian terkecil yang diterima anak-anak dari 
perkawinan kesatu, dan manfaat itu tidak boleh lebih besar dari ¼ bagian 
dari harta suami/istri yang kawin untuk kedua kalinya itu” 
Pasal 182 KUHPerdata : 
 “Mengatur, bahwa suami/istri yang mempunyai anak dari perkawinan 
kesatu dan yang kawin untuk kedua kali atau selanjutnya, tidak boleh 
menjanjikan keuntungan yang lebih dari apa yang tersebut dalam Pasal 
181” 
Pasal 183 KUHPerdata : 
“Mengatur, bahwa meskipun dengan jalan tak langsung, suami tidak 
boleh menghibahkan kepada istri, atau sebaliknya, lebih daripada yang 
diijinkan dalam ketentuan Pasal 181 
Pasal 852a KUHPerdata : 
“Mengatur, bahwa suami atau istri dari perkawinan kedua tidak akan 
menerima lebih dari ¼ harta peninggalan, dan akan menerima tidak lebih 
besar dari bagian terkecil dari anak-anak yang ada dalam perkawinan 
pertama” 
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Dari ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 181, 182, 852a 
dapat disimpulkan beberapa ketentuan untuk suami atau istri yang 
menikah untuk kedua kali, sedangkan dalam perkawinan pertama terdapat 
seorang anak sah. Mengenai hal ini ditentukan dalam KUHPerdata Pasal 
902, yang pada pokoknya sebagai berikut : 
1. Jika ada anak dari perkawinan I, maka kepada istri/suami kedua 
tidak boleh dihibahwasiatkan hak milik lebih dari ketentuan-
ketentuan Pasal 181, 182, 852a; 
2. Bila yang dihibahwasiatkan hak pakai hasil, boleh sampai jumlah ½ 
dari hak pakai hasil itu, bahkan lebih banyak lagi, tetapi tidak 
melampaui batas harga dimaksud dalam Pasal 181, 182, dan 852a; 
3. Apabila dihibahwasiatkan campuran hak milik dan hak pakai hasil, 
maka harganya dijumlahkan dan jumlah ini tidak melanggar 
ketentuan Pasal 181, 182, dan 852a. 
Dalam menjaga batas-batas yang disebut dalam Pasal 181, 182, dan 852a, 
terserah kepada ahli waris, apakah dipotong hak milik atau hak pakai hasil 
atau mengganti hak pakai hasil dengan hak milik, asalkan batas-batas itu 
tetap berlaku (Pasal 918) (Effendi Perangin, 2005:196-197). 
Menurut S. Adiwinata sebagaimana dikutip J. Satrio, 
menyatakan bahwa : 
Semua peraturan tersebut membentuk suatu lembaga yang dikenal dengan 
sebutan Lex hac edictali, yang merupakan suatu lembaga yang berasal 
dari Codex Justinianus yang menentukan bahwa istri kedua dan 
selanjutnya tidak boleh mewaris lebih banyak daripada anak manapun 
dari perkawinan pertama (J. Satrio, 1992:118). 
Dengan demikian, hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan 
bahwa orang yang menikah (dalam hal ini dengan orang yang telah 
mempunyai anak dari perkawinan pertama), ada kemungkinan 
memperoleh tambahan harta dari 4 (empat) cara, yaitu : 
  83   
 
a. Percampuran harta; 
b. Pemberian (hibah) dari suami atau istri yang dimuat dalam 
perjanjian kawin; 
c. Dari haknya sebagai ahli waris; 
d. Legaat dari suami atau istri. 
Namun demikian, orang yang menikah itu tidak boleh menerima 
tambahan harta (keuntungan) dari satu atau lebih cara di atas yang 
melebihi bagian terkecil seorang anak dari perkawinan pertama suami 
atau istrinya (Effendi Perangin, 2005:197). 
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 181 KUHPerdata tidak 
berlaku apabila : 
a. Tidak ada anak yang lahir dari perkawinan pertama; 
b. Percampuran harta tidak menimbulkan keuntungan terhadap suami 
atau istri dari perkawinan kedua, atau harta bawaan suami atau istri 
dari perkawinan kedua itu sama atau lebih besar daripada harta yang 
dibawa oleh orang yang menikah untuk kedua kali tadi. 
Selain itu, Pasal 181 juga tidak dapat diterapkan apabila dalam 
pembagian, istri atau suami itu memperoleh keuntungan kurang daripada 
jumlah yang diijinkan (Effendi Perangin, 2005:198). 
Untuk menyelesaikan pembagian warisan bagi Janda dalam 
perkawinan kedua diperlukan penghitungan manfaat suami atau istri yang 
hidup terlama. Ciri-ciri atau unsur-unsur yang harus ada untuk 
memungkinkan penyelidikan manfaat suami atau istri yang hidup terlama 
dalam sistem pembagian warisan meliputi : 
a. Perkawinan harus dilangsungkan dalam percampuran harta; 
b. Harus ada anak yang berhak mewaris atau penggantinya dalam 
perkawinan terdahulu atau sebelumnya.  
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Pembentuk undang-undang melalui Pasal 181 dan Pasal 852a 
bermaksud untuk mengurangi perbedaan jumlah yang amat besar itu 
dengan cara membatasi manfaat suami atau istri yang hidup terlama, yaitu 
maksimum manfaat hanya sebesar bagian terkecil yang diterima anak 
pewaris dalam perkawinan terdahulu atau maksimal ¼ harta suami. 
Apabila ada kelebihan manfaat, maka kelebihan manfaat itu hanya 
dibagikan kepada anak-anak sah dari pewaris (anak luar kawin yang telah 
diakui tidak berhak menikmati keuntungan dari kelebihan manfaat) 
dengan tidak mempersoalkan dalam perkawinan mana mereka dilahirkan 
(Anisitus Amanat, 2001:130-131). 
Apabila ternyata suami atau istri melakukan perceraian, maka 
perceraian menghilangkan haknya untuk mewaris. Hal ini karena dengan 
terjadinya perceraian, maka tidak dapat dikatakan sebagai suami atau istri 
yang berhak atas warisan (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 
2005:56). Sebaliknya dalam hal suami istri berpisah meja dan tempat 
tidur, mereka masih terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga tidak 
menjadi halangan untuk saling mewarisi (J. Satrio, 1992:125). 
2. Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Hukum Waris Islam 
Menurut Fatchurrahman sebagaimana dikutip oleh Abdul 
Ghofur Anshori, menyatakan bahwa harta warisan adalah benda yang 
ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli 
waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk berbagai kepentingan, 
yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-hutang, dan penunaian wasiat 
(Abdul Ghofur Anshori, 2002:29). 
Dalam ketentuan KHI membedakan antara harta peninggalan 
dan harta warisan, yang diatur dalam Pasal 171 huruf d dan huruf e yang 
mengemukakan sebagai berikut : 
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- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik 
yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-
haknya. 
- Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 
bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit 
sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran 
utang, dan pemberian untuk kerabat. 
Ketentuan Hukum Waris tidak dapat dipisahkan dengan Hukum 
Perkawinan, karena disebabkan hal-hal sebagai berikut : 
a. Penentuan ahli waris dimulai dari adanya perkawinan 
Dalam hal ini Janda adalah sebagai ahli waris, demikian juga hasil 
perkawinan berupa anak keturunan perkawinan mereka adalah ahli 
waris. 
b. Penentuan harta waris 
Harta waris didasarkan pada separuh harta bersama yang diperoleh 
selama perkawinan, ditambah dengan harta bawaan (Afdol, 
2003:67). 
Suatu ikatan perkawinan berdasarkan Hukum Islam, 
menimbulkan adanya harta perkawinan, yaitu semua harta yang diperoleh 
selama perkawinan. Harta perkawinan ini menjadi harta bersama milik 
suami dan istri. Di dalam Pasal 1 huruf f KHI ditentukan bahwa : 
“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang 
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama 
dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta 
bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.” 
Dengan demikian apabila ada yang ingin mengadakan perjanjian 
mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, menurut Pasal 47 ayat (2) 
KHI, perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan 
pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak 
bertentangan dengan Hukum Islam. Dengan demikian ada 3 (tiga) macam 
harta dalam perkawinan, yaitu : 
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a. Harta pribadi suami atau harta bawaan suami; 
b. Harta pribadi istri atau harta bawaan istri; 
c. Harta perkawinan atau harta bersama, milik suami dan istri (Afdol, 
2003:92). 
Ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) KHI menentukan bahwa pada 
dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena 
perkawinan. Hak atas harta bawaan ini ditegaskan dalam Pasal 86 ayat (2) 
KHI, yang menentukan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan 
dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami, tetap menjadi hak 
suami dan dikuasai penuh olehnya. 
Mengenai harta bawaan ini KHI mengatur lebih lanjut dalam 
Pasal 87 ayat (1), bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri 
dan harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan 
adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Guna melengkapi hal itu 
ayat selanjutnya menegaskan bahwa suami atau istri mempunyai hak 
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing 
berupa hibah, hadiah, sodaqah, atau lainnya. 
Mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 47 KHI 
yang mengemukakan sebagai berikut : 
a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon 
mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai 
Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. 
b. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta 
pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang 
hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam. 
c. Disamping ketentuan ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi 
perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk 
mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau 
harta syarikat. 
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Adapun yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang 
diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang menurut Pasal 91 KHI 
dikemukakan sebagai berikut : 
a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat 
berupa benda berwujud atau tidak berwujud; 
b. Harta bersama berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda 
bergerak dan surat-surat berharga; 
c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun 
kewajiban bersama; 
d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah 
satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. 
Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung 
merupakan harta bersama (apabila tidak ada diatur lain dalam perjanjian 
perkawinan). Tentang kedudukan harta bersama ini apabila terjadi 
perceraian adalah sebagai berikut : 
a. Cerai Mati 
Dalam hal terjadi perceraian karena kematian maka kedudukan harta 
bersama diatur dalam Pasal 96 ayat (1) KHI yang menentukan 
bahwa separuh harta bersama adalah menjadi hak pasangan (suami 
atau istri) yang hidup lebih lama. 
b. Suami atau Istri Hilang 
Dalam hal suami atau istri yang hilang harus ditangguhkan sampai 
adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum 
atas dasar putusan Pengadilan Agama. 
c. Cerai Hidup 
Dalam hal terjadi perceraian semasa hidup maka Janda pria atau 
Janda wanita masing-masing berhak seperdua dari harta bersama 
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan 
(Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007:54). 
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Guna memperoleh kepastian besarnya harta warisan dalam 
keadaan netto, perlu dikurangi dengan beban-beban yang terdapat di 
dalam harta tersebut, antara lain : 
a. Biaya untuk keperluan pewaris selama sakit 
Biaya untuk keperluan pewaris selama sakit nilainya sangat 
bervariasi. Ada pewaris yang sebelum meninggal dunia menderita 
sakit yang cukup berat, sehingga memerlukan perawatan yang 
intensif. Boleh jadi biaya untuk keperluan itu sangat besar, dan 
dapat diperhitungkan dalam menentukan besarnya harta warisan. 
b. Biaya pengurusan jenazah 
Biaya pengurusan jenazah akan berbeda antara kasus yang satu 
dengan lainnya. Semua biaya yang dikeluarkan itu dapat 
diperhitungkan dalam memastikan nilai harta warisan. 
c. Pembayaran hutang 
Secara yuridis hutang pewaris wajib dibayar sebatas harta 
peninggalan pewaris saja. Sisa hutang pewaris selebihnya hanya 
menjadi kewajiban moral para ahli waris untuk melunasinya. Pasal 
175 ayat (2) KHI menegaskan bahwa tanggung jawab ahli waris 
terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah 
atau nilai harta peninggalannya. 
d. Pemberian untuk kerabat 
Pemberian untuk kerabat baik yang berbentuk hibah atau wasiat 
dibatasi maksimum sepertiga. Pasal 195 ayat (2) KHI menentukan 
bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga 
dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. 
Pasal 210 ayat (1) KHI menentukan bahwa orang yang telah 
berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa 
adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga 
harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua 
orang saksi untuk dimiliki (Afdol, 2003:95-96). 
  89   
Dari ketentuan-ketentuan yang diutarakan di atas dapatlah 
dikemukakan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia 
itu menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah terdiri 
dari : 
a. Harta bawaan; 
b. Separuh (½) dari harta bersama (jika tidak ada perjanjian 
perkawinan). Dan apabila ada perjanjian perkawinan sesuai dengan 
isi perjanjian perkawinan yang mereka adakan (Suhrawadi K. Lubis 
dan Komis Simanjuntak, 2007:55). 
Pembagian warisan untuk janda diatur dalam Al-Qur’an Surat 
An-nisa’ (4):12 : 
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu 
mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 
mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta 
yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 
(dan) sesudah dibayar utang-utangmu….” 
Berdasarkan firman Allah tersebut, pada Pasal 179 dan Pasal 
180 KHI menentukan besarnya bagian warisan untuk Janda pria dan 
Janda wanita sebagai berikut : 
Pasal 179 KHI : 
“Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, 
dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat 
bagian.” 
Pasal 180 KHI :. 
“Janda mendapat seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan 
bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan 
bagian.” 
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Ketentuan dalam akhir kalimat pada Pasal 179 dan Pasal 180 
KHI mengenai bagian waris untuk Janda banyak menimbulkan persepsi 
bahwa bagian untuk Janda hanya sebesar yang tersebut dalam ketentuan 
Kompilasi Hukum Islam. Persepsi yang demikian ini adalah tidak benar. 
Perhitungan yang benar adalah Janda mendapat bagian sesuai ketentuan 
tersebut diatas, setelah terlebih dahulu Janda tersebut memperoleh haknya 
sebesar setengah dari harta bersama, yang didapatkan selama perkawinan. 
Namun demikian jelaslah bahwa hak Janda tidak hanya mendapat bagian 
warisan sesuai yang disebutkan dalam Pasal 179 dan 180 KHI, tetapi 
ditambah separuh harta bersama. Dengan demikian keseluruhan harta 
yang dimiliki Janda adalah harta asal milik Janda, separuh harta bersama, 
dan bagian warisan untuk Janda (Afdol, 2003:62-64). 
Apabila terjadi jumlah bagian-bagian ahli waris lebih besar 
daripada asal masalahnya, misalnya asal masalahnya 24, tetapi jumlah 
bagian-bagian ahli waris adalah 27, maka asal masalah dinaikkan menjadi 
27, dengan akibat bahwa bagian masing-masing ahli waris menjadi 
kurang dari ketentuan semula. Misalnya dalam suatu kasus warisan, ahli 
waris terdiri dari ayah, ibu, istri, dan dua orang anak perempuan; dalam 
hal ini bagian ayah 1/6, ibu 1/6, istri 1/8, dua orang anak perempuan 2/3; asal 
masalahnya 24; ayah mendapat 4 bagian, ibu 4 bagian, istri 2 bagian, dan 
dua orang anak perempuan 16 bagian; jumlah bagian semuanya adalah 
27. Untuk memungkinkan harta warisan dibagikan kepada semua ahli 
waris, asal masalah dinaikkan menjadi 27, hingga bagian masing-masing 
adalah : ayah mendapat 4/27 x harta warisan, 4/27 x harta warisan, istri 3/27 x 
harta warisan, dan dua orang anak perempuan 16/27 x harta warisan. 
Menaikkan asal masalah yang berakibat bagian-bagian ahli waris menjadi 
kurang dari ketentuan semula disebut “aul” (Ahmad Azhar Basyir, 
1990:19). 
Kebalikan dari ”‘aul” adalah “radd”. Apabila terjadi jumlah 
bagian ahli waris kurang dari asal-masalah, berarti ada sisa harta warisan. 
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Apabila di antara ahli waris tidak ada yang berkedudukan sebagai waris 
ashabah, dalam hal ini terjadi perbedaan di kalangan para sahabat Nabi 
dan Ulama-ulama sesudahnya, sebab tidak terdapat ketentuannya secara 
khusus dalam dalil-dalil Al-Qur’an maupun Sunnah Rasul, pendapat 
tersebut yaitu : 
1. Sahabat ‘Ali dan sahabat lainnya berpendapat bahwa sisa harta 
warisan itu dikembalikan kepada ahli waris yang ada, selain suami 
atau istri dengan perbandingan besar kecil bagian masing-masing. 
Misalnya, apabila ahli waris yang ada terdiri dari isteri dan seorang 
anak perempuan, maka bagian isteri adalah 1/8 dan bagian anak 
perempuan ½; asal-masalahnya 8; isteri mendapat 1 bagian dan anak 
perempuan 4 bagian; jumlah 5 bagian; masih ada sisa 8 – 5 = 3 
bagian. Sisa ini dikembalikan kepada anak perempuan, hingga ia 
akan mendapat 4 + 3 = 7 bagian. 
2. Sahabat Usman berpendapat bahwa suami atau isteri berhak juga 
menerima pengembalian sisa harta warisan yang tidak habis terbagi 
menurut ketentuan Al-Qur’an atau Sunnah Rasul. 
Dibanding dengan pendapat pertama, pendapat kedua ini lebih adil, 
sebab hubungan suami atau isteri pada waktu hidupnya tidak kurang 
akrab daripada hubungan seseorang dengan kerabat-kerabat lainnya. 
Di lain pihak, suami atau isteri mempunyai peranan penting 
terhadap perolehan atau pemeliharaan keselamatan harta masing-
masing, lebih-lebih apabila harta suami atau isteri yang meninggal 
adalah hasil dari pemberian yang satu kepada yang lain. 
3. Sahabat Zaid bin Tsabit berpendapat bahwa  ahli waris yang sudah 
ditentukan bagiannya dalam Al-Qur’an atau Sunnah Rasul tidak 
dapat menerima tambahan lagi. Oleh karenanya apabila harta 
warisan tidak habis terbagi menurut ketentuan Al-Qur’an atau 
Sunnah Rasul, sisanya diserahkan kepada Baitul Mal yang akan 
dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat Islam. 
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Pendapat ini dianut oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i. Tetapi para 
ulama Malikiyah dan ulama Syafi’iyah mutakhir mensyaratkan 
apabila Baitul Mal teratur seperti ketentuan dalam ajaran Islam. 
Dalam hal Baitul Mal tidak sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, 
maka sisa harta warisan dikembalikan kepada ahli waris yang 
ditentukan bagian-bagiannya dalam Al-Qur’an atau Sunnah sesuai 
dengan perbandingan bagian masing-masing. Pendapat Zaid bin 
Tsabit dibanding dengan pendapat Ali dan Usman lebih memenuhi 
fungsi sosial harta benda menurut ajaran Islam, meskipun 
realisasinya apabila tidak melalui pengadilan, hanya bergantung 
kepada kesadaran hukum yang bersangkutan. 
Menurut ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UUP menentukan 
bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai 
seorang suami. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan pada asasnya 
adalah monogami. Namun demikian, menurut Hukum Perkawinan Islam 
dalam keadaan tertentu asas monogami boleh disimpangi oleh mereka 
yang diperkenankan ajaran agamanya, dengan alasan dan syarat-syarat 
yang telah ditentukan. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) 
UUP yang menyatakan bahwa : 
“Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih 
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” 
Ketentuan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa asas monogami 
dalam Hukum Perkawinan Islam dapat disimpangi dengan poligami. 
Mengenai syarat-syarat suami yang akan beristri lebih dari seorang diatur 
dalam Pasal 4 ayat (2) UUP juncto Pasal 57 KHI yang terdiri dari : 
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
2. Istri mendapat cacat badan dan/atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
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3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Berkaitan dengan asas poligami ditambahkan dalam Pasal 55 
ayat (1) KHI menyebutkan bahwa : 
“Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 
empat istri. 
Dari ketentuan pasal tersebut memungkinkan seorang suami beristri lebih 
dari seorang, dengan batasan sampai 4 (empat) orang istri. 
Ketentuan mengenai bagian untuk Janda wanita dalam hal 
pewaris beristri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 190 KHI yang 
menetapkan sebagai berikut : 
“Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri 
berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan 
suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak 
para ahli warisnya.” 
Dalam hal pewaris mempunyai istri lebih dari satu orang, KHI Pasal 190 
mengatur bahwa masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono 
gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian 
pewaris adalah menjadi hak para ahli waris. Apabila pewaris mempunyai 
istri lebih dari satu orang, masing-masing Janda wanita mendapat bagian 
yang sama yaitu bagian harta warisan pewaris dibagi dengan jumlah istri-
istri pewaris dan para Janda berhak mendapat bagian harta perkawinan 
masing-masing, yaitu seperdua dari harta gono gini (Afdol, 2003:83-107). 
Ketentuan dalam Pasal 190 KHI tidak menegaskan mengenai 
bagian masing-masing istri, apakah setiap istri mendapat bagian ¼ (jika 
tanpa anak) atau 1/8 (jika ada anak) atau semua istri secara bersama-sama 
mendapat ¼ atau 1/8 bagian. Menurut Islam istri-istri tersebut bersama-
sama memperoleh ¼ atau 1/8 bagian, jadi tidak sendiri-sendiri (Abdul 
Ghofur Anshori, 2002:195). 
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C. Persamaan dan Perbedaan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam 
1. Persamaan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam 
a. Dalam Hal kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris 
Kedudukan Janda sebagai ahli waris menurut KUHPerdata 
dan Hukum Waris Islam mempunyai persamaan, yaitu bahwa di 
dalam KUHPerdata maupun Hukum Waris Islam sama-sama 
menempatkan Janda pada kedudukan ahli waris berdasarkan 
keutamaan. 
Menurut Abdul Ghofur Anshori, yang dimaksudkan 
dengan keutamaan adalah suatu prinsip untuk mendahulukan ahli 
waris yang satu dibandingkan yang lain. Dalam proses awal 
pembagian harta warisan, hal ini harus diketahui terlebih dahulu. 
Ahli waris mana yang harus didahulukan untuk mendapatkan harta 
warisan, dan ahli waris mana pula yang menempati posisi 
sesudahnya (Abdul Ghofur Anshori, 2002:42). 
Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh 
Abdul Ghofur Anshori, mengatakan bahwa keutamaan antara ahli 
waris dapat disebabkan dua hal, yaitu hubungan ahli waris dengan 
pewaris, dan kuat lemahnya hubungan kekerabatan antara ahli waris 
itu dengan pewaris. Oleh karena itu dalam hukum kewarisan Islam 
berlaku pernyataan bahwa semakin kuat dan dekatnya hubungan 
kekerabatan ahli waris dengan pewaris, semakin besar bagi ahli 
waris memperoleh keutamaan dalam mendapatkan bagian (Abdul 
Ghofur Anshori, 2002:42). 
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Prinsip keutamaan dalam kewarisan erat hubungannya 
dengan terhalangnya ahli waris yang lain. Sebab ahli waris yang 
didahulukan dalam memperoleh bagian mempunyai pengertian 
bahwa ada ahli waris lain yang menduduki posisi di bawah atau 
bahkan tidak mendapat bagian sama sekali karena terhalang oleh 
ahli waris yang mendapat keutamaan tadi. 
Kedudukan Janda sebagai ahli waris menurut KUHPerdata 
adalah sebagai Golongan I. Ahli waris Golongan I dalam Hukum 
Waris menurut KUHPerdata merupakan golongan yang paling 
berhak atas harta warisan dari pewaris. Hal ini dimaksudkan bahwa 
Golongan I tersebut menutup golongan lain yang sama-sama 
merupakan ahli waris dari pewaris. Golongan lain tersebut terdiri 
dari Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV. Ketiga golongan 
ini, hak mewarisnya tertutup oleh Golongan I. 
Janda sebagai salah satu ahli waris Golongan I menurut 
KUHPerdata, mempunyai kedudukan sebagai ahli waris 
berdasarkan keutamaan dan menutup ahli waris golongan lain. 
Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi hanya 
meninggalkan seorang Janda, maka Janda ini berhak atas seluruh 
warisan. Selama masih ada Janda, Golongan II dan seterusnya tidak 
berhak atas harta warisan karena tertutup atau terhalang oleh Janda, 
meskipun pewaris tidak meninggalkan anak. 
Kedudukan Janda menurut Hukum Waris Islam adalah 
sebagai ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan sebagai 
ahli waris dzawil furudl. Dalam pembagian harta warisan, dimulai 
memberikan bagian kepada ahli waris dzawil furudl (Ahmad Azhar 
Basyir, 1990:26). Ditegaskan lagi dalam KHI Pasal 174 ayat (2) 
yang menyebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang 
berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, Janda. 
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Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa menurut Hukum 
Waris Islam, kedudukan Janda sebagai ahli waris berdasarkan 
keutamaan, sehingga menghalangi (menghijab) ahli waris lain yang 
bukan sebagai ahli waris berdasarkan keutamaan. 
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan 
Janda sebagai ahli waris menurut KUHPerdata dan Hukum Waris 
Islam mempunyai persamaan. Persamaan tersebut adalah bahwa 
Janda berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan keutamaan 
untuk mewaris, sehingga menghalangi golongan lain yang bukan 
ahli waris berdasarkan keutamaan, baik menurut KUHPerdata 
maupun menurut Hukum Waris Islam. 
b. Dalam Hal Pembagian Warisan Untuk Janda 
Pembagian warisan untuk Janda menurut KUHPerdata dan 
Hukum Waris Islam mempunyai persamaan. Dalam hal terjadi cerai 
mati maka harta bersama dibagi masing-masing ½ untuk Janda pria 
atau Janda wanita. Kemudian sisa ½ sebagai bagian untuk pewaris, 
merupakan harta warisan yang akan dibagi untuk ahli waris, 
termasuk Janda sebagai ahli waris. 
Ketentuan mengenai harta bersama menurut KUHPerdata 
diatur dalam Pasal 128 ayat (1) yang menentukan bahwa setelah 
bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara 
suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, 
dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-
barang itu diperolehnya. Ditegaskan dalam Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 3764/K/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1995 yang 
menyatakan bahwa seorang Janda akan mendapat ½ (setengah) 
bagian dari harta bersama dan ½ (setengah) bagian lagi selebihnya 
menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi 
waris antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing 
mendapat bagian yang sama besarnya. 
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Ketentuan mengenai pembagian harta bersama dapat 
ditegaskan lagi bahwa apabila perkawinan putus, karena perceraian 
maupun kematian, maka mengenai harta bersama dibagi 2 (dua) 
untuk suami dan istri. Apabila perkawinan putus karena cerai hidup, 
maka harta bersama dibagi ½ untuk suami dan ½ untuk istri. 
Namun, apabila perkawinan putus karena cerai mati, maka harta 
bersama dibagi ½ untuk Janda sebagai suami atau istri yang hidup 
terlama, dan ½ bagian lagi sebagai harta warisan yang akan dibagi 
untuk para ahli waris dari pewaris. 
Menurut Hukum Waris Islam mengenai harta bersama 
diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 KHI. Menurut Pasal 96 
KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh 
harta bersama menjadi hak pasangan (suami atau istri) yang hidup 
lebih lama, dalam hal ini Janda. Dalam Pasal 97 KHI menegaskan 
bahwa dalam hal terjadi perceraian semasa hidup maka Janda 
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 
Ketentuan yang tercantum dalam KHI tersebut 
menjelaskan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian maupun 
kematian, mengenai harta bersama dibagi 2 (dua) untuk suami dan 
istri. Apabila suami dan istri tersebut cerai hidup, maka harta 
bersama dibagi ½ untuk suami dan ½ untuk istri. Apabila suami dan 
istri cerai mati, maka harta bersama dibagi ½ untuk Janda dan ½ 
bagian lagi sebagai harta warisan. 
Sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata dan Hukum 
Waris Islam yang mengatur mengenai harta bersama apabila terjadi 
cerai mati, maka yang dapat dijadikan sebagai harta warisan adalah 
½ dari harta bersama, karena ½ bagian lagi menjadi hak Janda. 
Sehingga yang dapat dijadikan harta warisan secara keseluruhan 
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adalah harta bawaan (pribadi) pewaris dan ½ harta bersama setelah 
dikurangi dengan utang-utang pewaris. Mengenai hal ini, hukum 
waris menurut KUHPerdata dan Hukum Waris Islam mengatur 
secara sama. 
Untuk lebih mempermudah pemahaman mengenai harta 
warisan, akan dikemukakan contoh sebagai berikut : 
Pada tahun 1998 P melangsungkan perkawinan dengan J tanpa 
perjanjian kawin (demi hukum ada percampuran harta, Pasal 35 
UUP). Ke dalam perkawinan itu P memasukkan rumah senilai Rp 3 
juta dan J memasukkan sebuah kendaraan senilai Rp 2 juta. Pada 
tahun 2005 P meninggal. Nilai harta persatuan waktu P meninggal 
adalah Rp 20 juta. Maka cara menghitung harta warisan adalah : 
Hak atas ½ harta persatuan (½ x Rp 15.000.000) : Rp  7.500.000 
Harta bawaan P     : Rp  3.000.000 
Harta bawaan J     : Rp   2.000.000 
Maka harta yang akan menjadi harta warisan adalah : 
½ bagian harta persatuan P    : Rp   7.500.000 
Harta bawaan P     : Rp   3.000.000+ 
Harta warisan     : Rp 10.500.000 
Keterangan : 
- P : Suami 
- J : Istri 
- Harta persatuan 15 juta diperoleh dari percampuran harta P dan 
J sebesar 20 juta dikurangi harta bawaan P sebesar 3 juta dan 
harta bawaan J sebesar 2 juta 
- Harta warisan yang akan dibagi untuk para ahli waris sebesar 
10,5 juta yang berasal dari ½ harta bersama sebesar 7,5 juta 
ditambah harta bawaan P sebesar 3 juta 
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2) Perbedaan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam 
a. Dalam Hal Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris 
Di samping ada persamaan, kedudukan Janda dalam 
Hukum Waris juga mempunyai perbedaan, baik menurut 
KUHPerdata maupun Hukum Waris Islam. Perbedaan tersebut 
adalah kedudukan Janda sebagai ahli waris dalam hal pewaris tidak 
meninggalkan anak. 
Menurut KUHPerdata apabila Golongan I hanya ada 
Janda, maka Janda tersebut berhak mewaris seluruh harta warisan 
(Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005:54). Di dalam sistem 
Hukum Waris Islam, walaupun tidak ada anak, Janda tidak dapat 
mewaris seluruh harta warisan seperti halnya dalam KUHPerdata. 
Namun, Janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara 
pewaris (Afdol, 2003:83). 
Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal 
pewaris tidak meninggalkan seorang anak, ketentuan dalam 
KUHPerdata dan Hukum Waris Islam mengatur secara lain. 
Menurut KUHPerdata Janda tetap menjadi ahli waris keutamaan dan 
berhak atas seluruh harta warisan. Namun, dalam Hukum Waris 
Islam, Janda pria maupun Janda wanita tidak berhak atas seluruh 
harta warisan karena Janda tersebut bisa mewaris bersama orang tua 
dan saudara-saudara pewaris. 
Sebagai contoh, seorang pewaris pada saat meninggal, 
meninggalkan keluarga yang terdiri dari istri (Janda wanita), ibu, 
dan ayah. Menurut KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris 
adalah istri (Janda wanita). Menurut Hukum Waris Islam, yang 
berhak menjadi ahli waris adalah istri (Janda wanita), ayah, dan ibu. 
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b. Dalam Hal Pembagian Warisan Untuk Janda 
Besarnya bagian warisan untuk Janda menurut 
KUHPerdata ditentukan dalam Pasal 852a sebagai berikut: 
“Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang 
meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, 
dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan 
dengan seorang anak yang sah dari si meninggal….” 
Besarnya bagian warisan untuk Janda sama dengan bagian seorang 
anak sah, jadi mewaris kepala demi kepala. 
Berbeda dengan asas perkawinan Hukum Islam, dalam 
asas perkawinan menurut KUHPerdata menganut asas monogami 
sehingga tidak dimungkinkan seorang pria beristri lebih dari satu, 
sehingga dalam pembagian warisan untuk Janda wanita juga hanya 
berlaku untuk seorang istri saja. Namun demikian, dimungkinkan 
pewaris menikah lebih dari satu kali, apabila pewaris pernah 
mengalami putus perkawinan, baik karena perceraian maupun 
kematian. Di samping itu dari perkawinan-perkawinannya, baik 
yang terakhir maupun yang lebih dahulu, pewaris sama-sama 
mempunyai keturunan. Oleh karena itu, anak dari perkawinan yang 
dahulu harus mendapat perlindungan khususnya mengenai bagian 
warisan yang akan diperoleh. 
Mengenai bagian warisan untuk Janda dalam perkawinan 
kedua diatur dalam Pasal 852a KUHPerdata dan Pasal 181 
KUHPerdata secara agak berbeda. Pasal 852a KUHPerdata 
menentukan bahwa bagian warisan dari Janda tidak boleh melebihi 
bagian terkecil dari seorang anak tiri dan setidak-tidaknya tidak 
boleh lebih dari ¼ bagian dari seluruh harta warisan. Sedangkan 
Pasal 181 KUHPerdata menentukan bahwa sebagai akibat dari 
kebersamaan harta perkawinan antara suami dengan istri kedua atau 
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antara istri dengan suami yang kedua, sedangkan dari perkawinan 
pertama terdapat anak, maka orang tua tiri tidak boleh mendapat 
keuntungan yang melebihi bagian terkecil dari seorang anak tiri itu 
dalam harta warisan orang tuanya sendiri, dan keuntungan itu juga 
tidak boleh lebih dari ¼ bagian dari seluruh harta warisan orang tua 
itu sendiri (Soetojo Prawirohamidjojo, 2000:18). 
Menurut Hukum Waris Islam bagian warisan untuk Janda 
diatur dalam Al-Qur’an Surat An-nisa’ (4):12, yang ditegaskan 
dalam Pasal 179 dan Pasal 180 KHI yang menyebutkan bahwa 
bagian warisan untuk Janda pria adalah sebesar ½ bagian dari harta 
warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan ¼ bagian 
dari harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak. Sedangkan 
bagian untuk Janda wanita adalah sebesar ¼ bagian dari harta 
warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan 1/8 bagian 
apabila pewaris meninggalkan anak. 
Berkaitan dengan asas perkawinan Hukum Islam yaitu 
asas monogami yang dapat disimpangi dengan poligami, dalam 
keadaan tertentu memungkinkan seorang suami mempunyai istri 
lebih dari seorang dan terbatas sampai 4 (empat) orang, maka 
mengenai pembagian warisan untuk para istri tersebut diatur dalam 
Pasal 190 KHI yang menentukan bahwa bagi pewaris yang beristri 
lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat 
bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, 
sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli 
warisnya. Dari ketentuan Pasal 190 KHI dapat diketahui bahwa 
bagian untuk Janda wanita yang lebih dari seorang yaitu ¼ atau 1/8 
harta warisan dibagi dengan para istri tersebut. 
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Dari ketentuan menurut KUHPerdata dan Hukum Waris 
Islam tersebut menunjukkan bahwa besarnya bagian warisan untuk 
Janda antara kedua sistem hukum ini berbeda. Perbedaan tersebut 
terdiri dari : 
1) Dalam Hal Besarnya Bagian Warisan Untuk Janda 
Menurut KUHPerdata bagian untuk Janda 
dipersamakan dengan bagian seorang anak sah sebesar kepala 
demi kepala, sedangkan menurut Hukum Waris Islam 
besarnya warisan sudah ditentukan, yaitu ½ atau ¼ untuk 
Janda pria dan ¼ atau 1/8 untuk Janda wanita. 
Sebagai contoh, seorang suami meninggal dan ahli 
waris yang tersisa hanya ada seorang istri saja. Harta warisan 
yang ditinggalkan adalah sebesar Rp 100 juta. Maka bagian 
warisan yang akan diperoleh istri (Janda wanita) adalah 
sebagai berikut : 
Menurut KUHPerdata : 
Pasal 852a KUHPerdata 
1/1 x 100.000.000 = 100.000.000 
Jadi, menurut Pasal 852a KUHPerdata istri mewaris seluruh 
harta warisan sebesar Rp 100 juta. 
Menurut Hukum Waris Islam : 
Al-Qur’an Surat An-nisa’ (4):12 dan Pasal 180 KHI 
¼ x 100.000.000 = 25.000.000 
Istri mendapat bagian harta warisan sebesar ¼ karena pewaris 
tidak meninggalkan anak. Dalam hal ini harta warisan 
berkurang ¼ sehingga masih ada sisa (Radd) sebesar ¾. 
Mengenai hal ini dapat menggunakan pendapat dari Usman 
dan Zaid bin Tsabit. 
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- Menurut pendapat Usman, suami atau istri berhak 
menerima pengembalian sisa harta warisan, sehingga 
istri bisa mendapat seluruh harta warisan. 
- Menurut pendapat Zaid bin Tsabit, pengembalian sisa 
harta warisan diserahkan kepada Baitul Mal yang akan 
dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat Islam. 
2) Dalam Hal Bagian Warisan Untuk Janda Pria dan Janda 
Wanita 
Ketentuan dalam KUHPerdata tidak membedakan 
besarnya bagian warisan untuk Janda pria maupun Janda 
wanita, jadi semuanya mempunyai hak bagian warisan yang 
sama. Sedangkan menurut Hukum Waris Islam membedakan 
besarnya bagian warisan untuk Janda pria dan Janda wanita. 
Dalam Hukum Waris Islam Janda pria mendapat bagian 
warisan 2 (dua) kali lebih besar daripada Janda wanita. 
3) Dalam Hal Bagian Warisan Terkait Dengan Asas Perkawinan 
Menurut KUHPerdata menganut asas monogami, 
sama halnya dengan asas perkawinan Hukum Islam juga 
menganut asas monogami tetapi masih dapat dikecualikan 
dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam undang-
undang, yaitu dalam Pasal 4 ayat (2) UUP juncto Pasal 57 
KHI. Hal ini memungkinkan asas monogami dalam Hukum 
Islam dapat disimpangi dengan poligami yang memungkinkan 
seorang pria lebih dari satu. Menurut KUHPerdata tidak 
dimungkinkan seorang pria memiliki lebih dari satu orang 
istri, sehingga tidak ada ketentuan pembagian warisan 
mengenai hal tersebut. 
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Menurut Hukum Islam dimungkinkan seorang pria 
beristri lebih dari satu. Mengenai pembagian warisan untuk 
para Janda wanita tersebut yaitu bahwa Janda wanita yang 
lebih dari seorang mendapat bagian sebesar ¼ atau 1/8 harta 
warisan dan dibagi antara para istri tersebut. 
4) Dalam Hal Bagian Warisan Untuk Perkawinan Kedua 
Ketentuan dalam KUHPerdata mengatur mengenai 
bagian seorang Janda yang menikah untuk kedua kalinya, yang 
dalam perkawinan pertama ada keturunan anak sah, maka 
bagian warisan Janda tidak boleh melebihi bagian terkecil 
seorang anak tiri dan tidak lebih dari ¼ bagian harta warisan. 
Ketentuan dalam Hukum Waris Islam tidak 
membedakan perkawinan yang pertama atau selanjutnya. 
Hukum Waris Islam sudah menentukan bagian untuk Janda 
yaitu ½ atau ¼ untuk Janda pria dan ¼ atau 1/8 untuk Janda 
wanita. Oleh karena itu menurut Hukum Waris Islam, bagian 
untuk Janda sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an dan 
KHI tanpa membedakan Janda tersebut dalam perkawinan 











Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 
paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka 
penulis menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Menurut KUHPerdata dan Hukum 
Waris Islam  
a. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Menurut KUHPerdata  
Kedudukan Janda sebagai Ahli waris termasuk dalam kelompok ahli 
waris ab-intestato. Sebagai ahli waris ab-intestato Janda termasuk 
dalam ahli waris Golongan I. Berdasarkan kedudukan Janda sebagai 
ahli waris ab-intestato Golongan I, Janda mewaris berdasarkan 
kedudukan sendiri. Kedudukan Janda tersebut tampil sebagai ahli 
waris berdasarkan keutamaan, sehingga menutup golongan lain. 
Janda dapat mewaris seluruh harta warisan dengan 
mengesampingkan orang tua, saudara-saudara sekandung, dan 
sebagainya, apabila tidak ada keturunan yang berhak mewaris. 
b. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Menurut Hukum Waris Islam 
Kedudukan Janda sebagai ahli waris disebabkan adanya hubungan 
perkawinan antara pewaris dengan Janda. Sedangkan dilihat dari 
segi haknya atas harta warisan, Janda termasuk ahli waris dzawil 
furudl. Kedudukan Janda sebagai ahli waris dzawil furudl 
merupakan ahli waris keutamaan sehingga tidak terhalang (terhijab) 
oleh ahli waris yang lain. Namun demikian, walaupun tidak ada 
anak, Janda tidak mewaris seluruh harta warisan, tetapi Janda 
mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara pewaris. 
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2. Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut KUHPerdata dan Hukum 
Waris Islam 
a. Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut KUHPerdata 
Menurut ketentuan Pasal 852a KUHPerdata, bagian warisan Janda  
dipersamakan dengan bagian seorang anak sah, sehingga mewaris 
kepala demi kepala. Seorang Janda akan mendapat ½ (setengah) 
bagian dari harta bersama dan ½ (setengah) bagian lagi selebihnya 
menjadi harta warisan pewaris, yang akan dibagi waris antara Janda 
itu dan anak-anaknya, masing-masing mendapat bagian yang sama 
besarnya. Dalam KUHPerdata Pasal 852a menentukan apabila Janda 
menikah untuk kedua kali dan dalam perkawinan pertama ada 
keturunan anak sah, maka bagian warisan untuk Janda tidak boleh 
melebihi bagian terkecil seorang anak tiri dan tidak lebih dari ¼ 
bagian harta warisan. 
b. Pembagian warisan untuk Janda menurut Hukum Waris Islam 
Diatur dalam Al-Quran Surat An-nissa’ (4):12, ditegaskan dalam 
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 
179 dan 180, yang menyebutkan bahwa bagian warisan untuk Janda 
pria adalah sebesar ½ bagian dari harta warisan apabila pewaris 
tidak meninggalkan anak, dan ¼ bagian dari harta warisan apabila 
pewaris meninggalkan anak. Bagian untuk Janda wanita adalah 
sebesar ¼ bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak 
meninggalkan anak, dan 1/8 bagian apabila pewaris meninggalkan 
anak. Harta warisan terdiri dari harta bawaan pewaris dan ½ harta 
bersama setelah dikurangi dengan biaya pewaris selama sakit, biaya 
pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, pemberian untuk 
kerabat (wasiat). Sedangkan ½ bagian dari harta bersama menjadi 
hak Janda. Apabila seorang pria mempunyai istri lebih dari satu 
(Poligami) maka bagian Janda diatur dalam Pasal 190 KHI yaitu 
sebesar ¼ atau 1/8 harta warisan dibagi dengan para istri tersebut. 
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3. Persamaan dan Perbedaan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam  
a. Persamaan 
No.  KUHPerdata Hukum Waris Islam 
1) Kedudukan Janda 
sebagai ahli waris 
Kedudukan Janda 




terhalang ahli waris 








(terhijab) ahli waris 
lain yang bukan 
sebagai ahli waris 
berdasarkan 
keutamaan. 
2) Pembagian warisan 
untuk Janda dalam hal 
harta yang menjadi hak 
Janda apabila terjadi 
cerai mati 
Janda berhak atas ½ 
(setengah) dari harta 
bersama dan bagian 
warisan sesuai dengan 
ketentuan dalam 
KUHPerdata. 
Janda berhak atas ½ 
(setengah) dari harta 
bersama dan bagian 
warisan yang telah 
ditentukan dalam Al-
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b. Perbedaan 
No.  
KUHPerdata Hukum Waris Islam 
1) Kedudukan Janda 
sebagai ahli waris 
dalam hal  pewaris 
tidak meninggalkan 
anak 
Janda berhak mewaris 
seluruh harta warisan. 
Janda mewaris bersama 
orang tua dan saudara-
saudara pewaris. 
2) Besarnya bagian 
warisan untuk Janda 
Besarnya bagian 
warisan untuk Janda 
dipersamakan dengan 
bagian seorang anak 




ditentukan, yaitu ½ 
atau ¼ untuk Janda pria 
dan ¼ atau 1/8 untuk 
Janda wanita. 
3) Bagian warisan untuk 




warisan untuk Janda 
pria maupun Janda 
wanita, jadi semuanya 
mempunyai hak bagian 
warisan yang sama. 
Membedakan besarnya 
bagian warisan untuk 
Janda pria dan Janda 
wanita, Janda pria 
mendapat bagian warisan 
2 (dua) kali lebih besar 
daripada Janda wanita. 






hanya untuk seorang 
Janda. 
 
Asas perkawinan  
monogami dapat disimpangi 
dengan poligami, sehingga 
Janda wanita yang lebih dari 
seorang mendapat bagian 
warisan sebesar ¼ atau 1/8 
harta warisan dan dibagi 
antara para Janda wanita 
tersebut. 
5) Bagian warisan untuk 
perkawinan kedua 
Bagian warisan untuk 
Janda tidak boleh 
melebihi bagian terkecil 
seorang anak tiri dan 
tidak lebih dari ¼ bagian 
harta warisan 
Tidak membedakan 
bagian warisan untuk 
Janda dari perkawinan 
pertama atau yang lain. 
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B. Saran 
Dari kesimpulan di atas, maka penulis akan menyampaikan saran 
antara lain sebagai berikut : 
1. Hendaknya pemerintah mengadakan unifikasi dalam Hukum Waris 
dengan membuat suatu peraturan tersendiri mengenai Hukum Kewarisan 
sehingga ada Hukum Kewarisan Nasional di Indonesia. 
2. Hendaknya masyarakat Indonesia menggunakan ketentuan Hukum Waris 
sesuai dengan hukum yang berlaku menurut agamanya. Namun demikian, 
bagi masyarakat yang hukum agamanya tidak mengatur ketentuan 
mengenai Hukum Waris, dapat menggunakan ketentuan sesuai dengan 











  110   
DAFTAR PUSTAKA 
Buku: 
Abdul Ghofur Anshori. 2002. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan 
Adaptabilitas. Yogyakarta: Ekonisia. 
Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya 
Bakti. 
Afdol. 2003. Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil. Surabaya: Airlangga 
University Press. 
Ahmad Azhar Basyir. 1990. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: Ekonisia. 
Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Bandung: 
PT Bina Aksara. 
Amiek Sumindriyatmi, dkk. 2005. Pengantar Hukum Indonesia. Surakarta: Fakultas 
Hukum UNS. 
Amir Syarifuddin. 2005. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media. 
Anisitus Amanat. 2001. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum 
Perdata. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: 
Balai Pustaka. 
Djaja S. Meliala. 2008. Himpunan Hukum Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Nuansa Aulia. 
Djaja S. Meliala. 2007. Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum 
Perikatan. Bandung: Nuansa Aulia. 
Effendi Perangin. 2005. Hukum Waris. Jakarta: Rajawali Press. 
H. Ahmad Tohaputra. 2000. Al-Quran dan Terjemahnya. Semarang: CV Asy-syifa. 
H.F.A Vollmar. 1992. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta: CV Rajawali. 
Hazairin. 1982. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist. Jakarta: 
Tinta Mas Indonesia. 
  111   
Hilman Hadikusuma. 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: 
Mandar Maju. 
J. Satrio. 1992. Hukum Waris. Bandung: Alumni. 
Muhammad Ali Ash-shabuni. 1995. Pembagian Waris Menurut Islam. Bandung: 
Gema Insani Press. 
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group. 
R.M. Sudikno Mertokusumo. 2003. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). 
Jakarta: Sinar Grafika. 
R. Soeroso. 1999. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. 
R. Soetojo Prawiro hamidjojo. 2000. Hukum Waris Kodifikasi. Surabaya: Airlangga 
University Press. 
R. Wirjono Prodjodikoro. 1976. Hukum Warisan di Indonesia. Bandung: Sumur 
Bandung. 
R. Wirjono Prodjodikoro. 1985. Hukum Antar Golongan. Bandung: Sumur Bandung. 
Sajuti Thalib. 1984. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bandung: PT Bina 
Aksara. 
Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT 
Raja Grafindo. 
Suharso dan Ana Retnoningsih. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: 
CV Widya Karya. 
Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2007. Hukum Waris Islam. Jakarta: 
Sinar Grafika. 
Sukris Sarmadi. 1997. Transendensi Hukum Waris Islam Transformatif. Jakarta: PT 
Raja Grafindo. 
Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati. 2004. Hukum Warisan Perdata Barat. 
Jakarta: Prenada Media. 
 
  112   
Peraturan Perundang-undangan: 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
